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: "Pe,ngelolaan Wakaf tunai menurut Undang-undang No.41 Tahun
2004 dikota Makassat''
Skripsi ni meneliti tigamasalah pokok, yakni : bagaimana pengelolaan wakaf tunai di
koa Makassar, bagaimana pemberdayaan ekonomi unnat dari wakaf tunai dan bagaimana
potensi wakaf tunai dikoa makassar.
Data yang diperoleh dengan .eoggunrk* instrumen berupa observasi dan
wawancara. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.
Tujuannya Untuk mengetahui pengelolaan wakaf nmai,pemberdayaan ekonomi
Umat,potensidan peluang wakaf tunai di kota Makassar.
Hasil penelitian didapatkan bahwapengelolaan wakaf tunai di kota Makassar bahwa
tidak adanya instansi yang mengelola wakaf tunai di koa Makassar yang sesuai de'ngan
Undang-undang No.41 tahun 2004 dan Hidayatullah satu-satrmya instansi yang kanri teliti
yang mengelola wakaf tunai akan tdapi hanya untuk pengembangan i stansinya. Dalam hal
pennberdayaan ekonomi umat dikota makassar melalui wakaf tunai tidak ada hanya ada satu
instansi yang memperdayakan ekonomi umat tapi melalui ZIS. Dan pote,nsi wakaf tunai di




A. Latar Belakang Masalah
Wakaf merupakan syariat yang telah dikenal dan dilaksanakan umat Islam
di Indonesia sejak lama. Dengan adanya fatwa dari Majelis lJlama Indonesia
(MUI) tanggal 11 mei 20A2, maka wakaf tunai sudah bisa dilaksanakan di
Indonesia. Menyusul kemudiarr Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang
Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahwr 2006 tentang Pelaksanaan
Undang-trndang Nomor 41 Tahun 2004.
Strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan
diadakannya wakaf. Namun, sebagaian besar studi perwakafan di tanah air kita
masih terfokus pada segi hukum fikih (mu'amalah) dan belum menyentuh
mengenai pengelolaan perwatcafan.
Dalam Undang-undang Wakaf ditetapkan bahwa Badan Wakaf Indonesia
(BWI) adalah lembaga yang berdudukan sebagai media untuk memajukan dan
mengembangkan perwakafan nasional.l Di samping rtu, dalam Undang-undang
wakaf juga ditetapkan bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWD bersifat independen
dalam melaksanakan tugasnya.2 Badan Wakaf Indonesia (B\') berpusat di
ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan
di provinsi dan atau kabupaten I kotasesuai dengan kebutuhan.3
r Undang-undang No. 41 Tahun 2004 teotang Wakaf, pasal47, ayat (1).2 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal47, ayat (2)"3 Undang-undangNo. 41 Tahun 2004 tentang Wakat pasal48.
Selain ltn, dalam perundangan wakaf yang berlaku, Wakif dapat
mewaka{kan uangnya melalui Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang ditunjuk
oleh menteri. Sementara saat ini beberapa bagran wakaf pada Departemen Agama
di Indonesia telah ada yang mulai menghimpun wakaf tunai. Dari fenomena
tersebut, ada hal yang kurang sesuai dengan adanya lembaga lain non LKS yang
juga menerima wakaf tunai semisal bagian wakaf pada Departemen Agama.
Selain itu, studi terhhdap pengelolaan wakaf tunai pada bagian wakaf
Departemen Agama perlu dilalcukan unfuk mengetahui perkembangan wakaf tunai
di kota Makassar. Teori ini digunakan dalam penelitian ini ialah fungsi
menejemen dalam menejemen syari'ah dan peratuan perungan-undangan yang
terkait denganwakaf tunai dan berlaku di Indonesia. Jenis penelitian dalam skripsi
ini adalah penelitian lapangan dengan metode pengambilan sampel benrpa sampel
kuota. Populasinya ialah bagian wakaf pada Departemen Agama Sulawesi Selatan
dan Instansi lainnya yang mengelolola dana wakaf yang telah menerima dan
mengelola wakaf tunai serta berada di Kota Makassar.
Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu
melihat penerimaan dan pengelolaan wakaf tunai pada bagian wakaf kantor
Departemen Agama Sulawesi Selatan dan Instansi lainnya yang mengelola dana
wakaf di kota Makassar dengan memperhatikan petunjuk dalam al-Qur'an ,
Hadist, Hukum Positifserta pandangan para ahli hukum yang berkompeten dalam
hal ini, seperti peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
Pengelolaan Wakaf tunai pada bagran wakaf kantor Departemen Agama
Sulawesi Selatan dan Instansi lainnya yang mengelola dana wakaf di Kota
Makassar yang menjadi objek penelitian terjaga nilai pokok waka&rya dan
termasuk kategori wakaf produktif karena dapat mensejahterakan umat dan dapat
melaksanakan empat fungsi menejemen dengan baik, yaitu firngsi perencanaan,
pengorganisasian, kepemimpinan" dan pengawasan.
Penerimaan wakaf tunai pada bagran wakaf kantor Departemen Agama
Sulawesi Selatan dan Instansi lainnya di Koata Makassar belum sesuai dengan
konsep penerimaan wakaf tunai pada LKS Penerimfful Wakaf Uang (PWID.
Wakif yang akan mewakafl<an rumgnya melalui pada bagian wakaf kantor
Depatemen Agama Sulawesi Selatan tidak diharuskan untuk menyatakan
kehendak wakafoya secara tertulis dan wakaf uang itu tidak didaftarkan kepada
menteri ag?mL
B. Runusan Masalah
Sesuai salah satu masalah baru yang kurang dipahami masyarakaf dan
ditandai dengan keluarnya Undang-undang No. 4l tahn 2004 maka masalah
wakaf tunai akan menjadi bahan diskusi yang hangat dan dilakukan secara intensif
dikalangan ularna dan pakar ekonomi Islam dalam memberikan pemahaman
kepada masyarakat yang awam dan sebagaimana latar belakang diatas maka
penulis dapat menguraikan berbagai masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana potensi dan peluang wakaf tunai di Kota Makassar
2. Bagaimana pengelolaan harta benda wakaf menurut Undang-
undangNo.4l tahun 2004
3. Bagaimana pemberdayaan ekonomi umat melalui wakaf tunai di
Kota Makassar
C. Hipotesis
Dari paparan masalah diatas, penulis akan mengemukakan beberapa
hipotesis sebagai jawaban sementara sebagai berikut:
1. Bagaiman sebenarnya gambaran potenci waknf di Indonesia dan
Bagaimana di KotaMakassar
Kalau bicara potensi sangat besar. Tapi kendalanya adalah paradigma di
masyarakat. Dari kemauan hingga trust (kepercayaan) masyarakat. Bayangkan
misalnya kita sebut ada 2 milyar m2 tanah wakaf di Indonesia" bukankah ini
merupakan wakaf yag potensial?
Meskipun sepruhnya adalah wakaf kuburan. Ketika melihat ke Qatar dan
menyebutkan ini semu4 mereka kaget, karena tanah wakaf di Indonesia itu lebih
besar dari luas negara Qatar, yang hanya 800 ribu m2. Itu untuk wakaf tanah saja
sudah begitu besarnyapotensi yang bisa dikembangkan.
Lalu yang kedua krtaada230 j$a penduduk di Indonesia yang mayoritas
muslim. Penduduk muslim Indonesia masih lebih besar dari penduduk muslim
yang ada diseluruh negara Arab. Tentuny4 ini merupakan potensi yang cukup
besar.
Secma ekonomi, wakaf bisa kita perkirakan potensinya, pertama" paling
tidak ketergantungan terhadap negara lain dapat terkurangi. Wakaf bisa jadi
jaminan sosial. Kalau hal ini berjalan sudah tidak diperlukan lagi Departemen
Sosial, sudah cukup dengan jaminan sosial yang berasal dari wakaf. Dan
pemanfaatan harta wakaf itu tidak ada pemilahan agama.
Jadi, dengan negara Indonesia yang banyak agama ini tidak menjadi soal.
Kalau nanti sudah ada mrcnteri wakaf tidak perlu lagi menteri sosial" Karena
wazarafil/. auqaf itu sudah termasuk menteri sosial.
2. Pengelolaan wakaf tunai dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004
Undang-undang No. 4l tahun 2004 tentang wakaf, di sebutkan
bahwa wakaf benda bergerak yang berupa uang disalurkan melalui lembaga
keuangan syari'ah hal ini dimaksudkan untuk menjamin uang, sertia kepercayaan
terhadap lembaga keuangan syari'ah serta keprofesionalnya. Wakif dapat
mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga syari'ah
yang ditu4juk lansung oleh menteri.a
Lembaga Keuangan Syari'ah dapat menjamin kondisi hal ini
karena ada penjaminannya dari pemerintah. Imam az-Z,ahn (wafat tahun l24H)
salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-Hadist memfatwakan,
dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan
pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut
sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.
Lembaga ini dapat menginvestasikan wakaf uang ini kedalam berbagai
bentuk investasi. Diantara investasinya ialah investasi perusahaan kecil, investasi
indusrti, kerajinan, peternakan dll.
Adapun sebagai bukti bahwa wakif telah mewakafkan uangnya kepada
Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang merupakan buldi bahwa telah terjadi
a Undang-undangNo. 41 Tahun 2004 tentang Wakaq pasal43-
wakaf rrturg. Hal ini ditegaskan dalam pasal29 ayat 2 dan 3 Undang-undang No-
41 tahun 2004 sebagai berikut:
*Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana di maksud pada ayat
diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang"
Sertifikat wakaf uang sebagaiman dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan
disaripaikan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) kepada wakif dan nazhir
sebagai bukti penyerahan harta dengan wakaf.
3. Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui lYakaf Tunai dan
Prospeknya di Kota Makassar
Lembaga Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang
wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu
instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran
Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara
produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan
pola menejemen pemberdayaan potensi wakaf secara modem.
Apabila dalam perundang-undangan sebelumny4 Peraturan Pemerintah
@P) No. 28 tahun 1977 tentartg perwakafan tanah milik, konsep wakaf identik
dengan tanah milik, maka dalam Undang-undang wakaf yang baru ini konsep
wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak
maupun yang bergerak, termasuk wakaf tunai yang pengunaannya sangat luas,
tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan.
Formulasi hukum yang demikiafl, jelas suatu perubahan yang sangat
revolusioner dan jika dapat direalisasikan akan memiliki akibat yang berlipat
ganda atau multilier effict, terutama dalam kaitannya dalam pemberdayaan
ekonomi umat Islam. Namun usaha ke arah itu jelas bukan pekerjaan yang mudah.
Umat Islam Indonesia selama ratusan tahun sudah terlanjur mengidentikkan wakaf
dengan tanah dan benda bergerak yang sifatnya bendanyatahan lama
Dengan demikian, Undang-undang No. 41 tahun 2004 diproyeksikan
sebagai sarana rekayasa sosial (social enginering), melakukan perubahan-
perubahan pemikiran, sikap dan prilaku umat Islam agar senafas dengan semangat
Undang-undang tersebut. Salah satu regulasi bmu dalam Undang-undang wakaf
tersebut adalah wakaf tunai
Dengan diundangkannya Undang-undang No. 4l tahun 2004, kedudukan
wakaf uang semakin jelas, tidak saja dari segi fiqtr, tetapi juga dari segi tata
hukum nasional. Artinya, dengan diundangkannya Undang-undang tersebut maka
wakaf tunai telah menjadi hukum positif, sehingga persoalan khilafiyah tentang
wakaf tunai telah selesai.
Pemberdayaan ekonomi umat di tilik dari tujuan dan kontribusi yang dapat
diberikan oleh institusi wakaf uang, maka keberadaan wakaf uang di Indonesia
menjadi sangat krusial. Setidaknya ada beberapa hal yang mengakibatkan
pentingnya pemberdayaan wakaf di Indonesia diantaranya yaitu:
a. Krisis ekonomi di akhh dekade 90-an yang menyisakan banyak
permasalahan" jumlah penduduk miskin yang meningkat, ketergantungan
akan hutang dan bantuan luar negeri.
b. Kesenjangan yang tinggr antarapenduduk kaya danpenduduk miskin
lndonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar, sehingga wakaf
memiliki potensi yar-rg besar untuk dikembangkan.
Sejumlah bencana yang terjadi, mengekibatkan terjadinya defisit APBN,
sehingga diperlukan kemandirian dalam pemgadaan public
goods.
' Meski demikian, bukan suatu yang mudah untuk dapat menyelesaikan
sejumlah masalah dalam perekonomian nasional. Butuh keseriusan, komitmen dan
juga kerja keras untuk dapat menyelesaikannya.
D. Pengertian Judul
Untuk menghindari kekeliruan terhadap pengertian yang sebenarnya dari
judul skripsi ini maka penulis menjelaskan beberapa kata dalam judul skripsi ini.
1. "Pengelolaan" dalam kamus bahasa lndonesia bermakna proses, cara,
perbuatan mengelola atau proses yang memberikan pengavrulsan pada semua
hal terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuab dalam hal
ini wakif sebagai pengelola
2. Wakaf Tunai adalah adalah wakaf yang diberikan oleh MuwakiflWakif (orang
yang berwakaf dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada lembaga
pengelola wakaf (Nadzr) untuk kemudian dikembangkan dan hasilnya untuk
kemaslahatan umat. sementara pokok wakaf tunainya tidak boleh habis sampai
kapanpun.
Dr. Mundzir Qohf mendefinisikan dengan bahasa kontemlrcrer, wakaf
adalah penahan hart4 baik muabbad (untuk selamanya) atau muaqqat (sementara),
c"
9untuk dimanfaatkan, baik hafia tersebut maupun hasilny4 secara berulang-ulang
untuk suafu tujuan kemaslahatan umum atau khusus-
Dalam bagran lain beliau mengistiahkan, wakaf dalam artian umum dan
menurut pengertian realitasnya adalah menempatkan harta dan aset produklif
terpisah dari tashamrf (pengelolaan) pemiliknya secara langsung terhadap harta
tersebut serta mengkhususkan hasil atau manfaatnya untuk tujuan kebajikan
tertenhl baik yang bersifat perorangan, sosial, keagamaan maupun kepentingan
umum.
3. Undang-undang No. 41 tahun 2004 adalah Undang-undang yang menjelaskan
tentang pengelolaan wakaf tunai lebih jelas.
4. Departemen Agama adalah lembaga pemerintahan agama yang mengunrs
suatu bidang pekerjaan negara dan pimpinan seorang menteri.
Definisi operasional bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan dana
wakaf tunai menurut Undang-undang No. 41 tahun 2004 di bagian wakaf kontor
Departemen Agama Wilayah Sulawesi Selatan adalah membahas peftnan bagian
wakaf Departemen Agama Sulawesi Selatan dan Instansi lainnya di kota
Makassar dalarn pengelolaan dan pengembangan upaya mensejahterakan
masyarakat melalui dana wakaf tunai yang dikelola dengan baik.
E. Tinjauan Pustaka
Pembahasan skripsi ini mengemukakan tentang pengelolaan dana wakaf
tunai menurut Undang-undang No. 41 tahun 2004. Setelah menelusuri berbagai
referensi penulis mengemukakan berbagai buku yaitu:
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d.
Prof, Dr. Komaruddin Hidaya! 2006, Wakal Tuhan, dan Agenda
Kemanusiaan, Jakarta; Center for the study of religion and culture (CSRC)
Prof. Dr. Jaih Mubarok, M.Ag. 2008, Wakaf Produktif, Bandrmg; Simbiosa
RekatamaMedia.
H. Abdurrahman, SH.MH, 1994, Masalah perwakafan tanah milik dan
kedudukan tanah wakaf di negara kita, Bandung; PT. Ciha Adib.a Bakti.
Departemen Agama 2006, Pedoman Pengelolaan Wkaf Tunai, Jakarta;
Direktorat Pemberdayaan Wakal Direktoran Bimbingan Masyarakat Islam.
Departemen Agama, 2A06, Strategi Pengembangan Wkaf Tunai di Indonesi4
Jakarta; Direklorat Pengembangan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat
Islam.
F. Tujuan Dan Kegunaan
Penyusunan skripsi ini oleh penulis dimaksudkan untuk tujuan sebagai
berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf tunai pada Undang-
undang No. 4l tahun 2004
2. Unttrk mengetahui pemberdayaan ekonomi umat melalui wakaf tunai dan
prospeknya di Sulawesi Selatan
3. Untuk mengetahui potensi wakaf tunai di kota Makassar
l t
Sedangkan kegunaannya adalah:
Sebagai masukan bagi kantor Departemen Agama Sulawesi selatan agar
wakaf tunai dikelola dengan baik lagi.
Bagi penulis masalah ini merupakan ilmu baru karena sebelumnya penulis
hanya mengenal bahwa wakaf itu hanya wakaf tanah.
G. Garis-garis Besar Isi
Skipsi ini terdiri dari lima bab, untuk memudahkan pembaca dalam
memahami isi skripsi ini, maka akan diberikan gambaran secara umgm berupa
garis-garis besar isi skripsi.
Sebagaimana lazimnya dalam penulisan skripsi bab I adalah pendahuluan
diawali dengan gambaran tentang latar belakang sehingga muncul permasalahan
yang berkaitan dengan judul pembahasan disertai sengan hipotesis, danpengertian
kata-kata yang terdapat dalam judul. Dalam bab ini pula diuraikan tujuan dan
kegunaan penelitian, serta gmi-garis besar isi skripsi.
Selanjutnya bab II menguraikan kajian pustaka yang meliputi tentang
konseptualisasi saftma dan prasarana perwakafan yang meliputi, pengetian,
penggelolaan, dan pengembangan wakaf di kantor Departemen Agama sulawesi
Selatandan Instansi lainnya di Kota Makassar.
Pada bab III, penulis menguraikan metode penulisan yang digunakan
dalam skripsi ini, meliputi pemaparan populasi dan sampel penelitian, lnstrument




Pada bab IV, memuat analisa dan hasil penelitian yang berdasarkan pada
permasalahan yang telah diangkat sebelumnya dan analisa dari berbagai buku
dalam bentuk library research dan field research.
Pada bab V, memuat penutup dari seluruh mngkaian isi tutisan yang akan
diuraikan dalam kesimpulan hasil penelitian dan implementasi penelitian.
BAB II
KAJIAI{ PUSTAKA
Untuk mennecahkan perrnasalahan dalam penelitian ini maka perlu
mencari landasan teori yang mendukung dan sesuai dengan tujuan penelitian.
Dalam upaya mencapai tujuan tersebut diperlukan inforrnasi dan teori yang
relevan serta dapat dijadikan titik tolak penelitian ini. Untuk itu, berikut ini
diuraikan sebagai berikut:
A- Pengerfian
1. Definisi Wakaf Tunai
Sebelum kita membahas lebih jauh tentang wakaf tunai terlebih dahulu
kita membaha kata-perkata seffra bahasa mauprm secara istilah(Syara'). Secara
etirnologi kata *.iij' dalam bahasa Arab disalin ke dalam bahasa Indonesia
menjadi "Wakaf' sebenarnya adalah bentuk masdar atau kata jadian dari kata
kerja "Wakafa".Katakerja atau ghi *Waqala" ini ada kalanya memerlukan obyek
(.s"&.) dan ada kalanya pula tak memedukan obyek (ejY). Kata-kata wakaf
adalah sinonim atau identik dengan kata-kata kabs. Dengan demikian kata-kata
wakaf itu dapat berarti berhenti dan menghentikan dan dapat pula berarti menahan
{uHF). Menwut Adjah Al Alabij kata wakaf berasal dari kata kerja 1ii3-.4r-ii3
yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan dala buku 'ollmu Fikih" yang
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kelembagaab Islam kata wakaf berarti
menahan, mengentikan atau rnengekang.
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mengistiahka4 wakaf dalam artian umnm dan menrut pengertian realitasnya
adalah menempatkan harta dan aset produktif terpisah dari tashamrf (pengelolaan)
pemiliknya secara langsung terhadap harta tersebut serta mengkhususkan hasil
atau manfaatnya untuk tujuan kebajikan tertentq baik yang bersifat perorangan,
sosial, keagamaan maqun kepentingan umum.
Menurut Prof. DR. M.A. Mannan, wakaf ialah suatu yang subtansi
(wujudnya aktiva)-nya dipertahankan, sementara hasiV manfaatnya digunakan
sesuai dengan keinginan dari orang yang menyerahkan (pewakafl waqi|, dengan
demikian wakaf berarti proses legal oleh seseorang yang melalrukan amal nyata
yang besar.
F Sedangkan dalam redaksi Undang-Undang Wakaf No. 4l tahun 2004 ,
menyebutkan sebagar berikut: " \lakal adalah perbuatan blkum seseorang atau
kelompok orimg atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda
miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat
atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam ". Definisi ini
juga seperti yang didefinisikan dalam kompilasi hukum islam di Indonesia. Dari
pengertian-pengertian diatas KH. Didin Hafiduddin menarik kesimpulan bahwa
unsur-unsur wakaf itu terdiri dari :
1 Orang yang berwakaf (wakif) yaitu pemilik hafta benda yang diwakafkan.
2. Harta yang diwakafkan ( mauqif bihi)
3. Tujuan wakaf atau mauquf 'alaihi.
4. Penryataan wakaf atau shighat atau ikrar wakaf.
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2. Landasan Wakaf Tunai
Sebagaimana kita ketahui bahwa wakaf tunai dalam era kini terkesan
sangat baru, sehingga membutuhkan sosialisasi yang sangat mendasar terhadap
pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai tersebut. Pemahaman atau paradigma
masyarakat ialah tentang landasan hukum wakaf yang selama ini hanya dipahami
sebagai benda yang tetap atau tidak bergerak. Para ulama mengemukakan
beberapa ayat yang sifafirya umum yang dijadikan landasan hukum wakaf,
antaranya ialah :
Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah karnu, sembahlah
Tuhanmu dan berbuatlah kebajiknn, supaya kamu mendapat kemenangan. (QS.
Al Hajj ayat77)
6t"r.lii esUJ$lj'il3l3orc.ele .'r'.lJlJ^SJltJ,i^lr ixXll+Ji l+
Kamu sekali-knli tidak sampai kepada kebajiknn (yang sempurna), sebelum kamu
menaflrnhlrnn sehahagian harta yang knmu cintai. dan apa saja yang knmu
naJkahkan Mah'o Sesungguhrrya Allahmengetahufnya. (QS. Ali Iffian ayat92).
+lfro+ C L- $Jt 4+ Cri+ & rf aiJb 4i.r- r3)i U Yl al"e etg rf
Jilra seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannyo,
kecusli tiga; shadaqah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan ansk shalih yang
mendoakawtya. (HR. Muslim dari Abu Hurairah).
Para ulama menafsirkan kata-kata shadaqah jariah yang akan terus
mengalir pahalanya dalam hadist tersebut dengan wakaf. Nash nash diatas
merupakan nash yang jelas yang secara khusus dijadikan landasan utama adanya
syari'ah wakaf.
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knam Az Z;.i&n $afat tahun 124 fD memberikan fatwa yang
membolehkan wakaf diberikan dalam bentuk uang, yang saat itu berupa dinar dan
dirham, untuk pembangunan saftIna dakwah, sosial dan pembangrman umat.
Ulama mahzab Hanafiyah membolehkan wakaf uumg, dan sebagian ulama
syaf iyah membolehkan wakaf uang (dinar dan dirham). Kemudian, istilah wakaf
tunai tersebut kembali dipopulerkan oleh Prof. DR. M.A Mannan, seor:mg pakar
ekonomi symiah asal Bangladesh, melalui pendirian Social Investrnent Bank
(SIB), bank yang berfungsi mengelola dana wakaf. Di Indonesiq wakaf tunai
bukan merupakan masalah lagi. Pada tanggal 1l Mei 2002 Komisi Fatwa MUI
telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang yang isinya ialah sebagai berikut :
1. Wakaf uang (cash wakafl waqf al nuqud) adalah wakaf yang dilakukan
seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk
uang tunai.
2, Termasuk kedalam pengertian uang ialah surat-suarat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang
dibolehkan secara syar'i.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual,
dihibahkan dan atau diwariskan.
Selain fatvra tersebut diatas yang menjamin legalitasnya secara hukum
Islam, maka secarahukum positif di Indonesia wakaf tunai telah diaturjuga dalam
undang undang wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dalam pasal 16 ayat I dan 3 yang
berbunyi sebagai berikut :
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Pasal 16
l. Hartabendawakaf terdiri dari:
a. bendatidakbergerak; dan
b. bendabergerak.
2. Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adatah harta





hak atas kekayaan intelektual;
hak sew4 dan
benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan
,-n€fl".ir,3.urg. i:ullamga:-t y aug i-l+t ial.r.
Dengan demikian jelas bagi kita tentang landasan wakaf tunai, baik secara






3. Rukun dan SyaratWakaf Tunai
Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf asebagai berikut:
1. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.sDalam Undang-




Sementara dalam peraturan Pemerintah Nomor 42 tidak ada ketentuan




c) Tidak terhalang melalrukanperbuatan hukum
d) Pemilik sah dari harta benda yang diwakafkan.T
Wakif yang berupa organisasi dapat melakukan wakaf apabila memenuhi
ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda milik organisasi sesuai
dengan anggaran organisasi yang besangkutan.s
Wakif yang berupa badan hukum dapat melakukan wakaf apabila
memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda milik badan
hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.e
a Undang-undang No.41 Tahun 2004, Pasal 6.t Undang-undang Nomor 4l Tahun 2004pasal I ayat (2); lihat pula peratrnan pemerintah
Nomor 42 Tahun 2006, Pasal l, Point 2.
I Undang-undang No.41 Tahun2004, Pasal T.
'Undang-undang No.41 Tahun2004, Pasal 8, ayat(l)8 Undang-undang No.41 Tahun2004, Pasal 8,aya{2)
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Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4l Tahun 2004 ditetapkan
bahwa wakif perorangan adalah warga negara Indonesia atau warga negara asing
wakif organisasi adalah organisasi Indonesia atau asing dan wakif badan hukum
adalah badan hukum Indonesia atau badan hukum *ittg.to
2. Nazhir
Adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dmi wakif untuk dikelola dan










e) Mampu secara jasmani dan rohani
0 Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.t3
e Undang-undang No.4l Tahun 2004, Pasal 8,ayat (3)to Penlelasan atas Undang-undang No.41 Tahun 2004, Pasal 7.I I Undang-undang Nomor 4 I Tahun 2004, pasal I , ayat (4).12 Undang-undang No.41 Tahun 2004,Pasal9.
" 
Undang-undang No.41 Tahun 2004, Pasal 10, ayat(l)
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Syarat-syarat nazhir organisasi adalah:
a) Pengtrus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir
perorangan
b) Organisasi yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan,
kemasyarakatan, atzukeagamaan Islam. la
Syarat-syarat nazhir badan hukum adalah:
a) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir
peroftngan
b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
c) Organisasi yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan,
kemasyarakatan, atau keagamaan Islam. I s
3. Harta benda wakaf
Pada permulaan waqaf disyariatkan , pada zaman rosulullah, maka sifat-
sifat harta yang diwakafkan, ialah harta yang tahan lama dan bermanfaat, seperti
tanah dan kebun. Tetapi kemudian para ulama berpendapat bahwa harta selain
tanah dan kebunpun dapat diwakafkan asal bermanfat dan tahan lamq seperti
binatang ternak, alat-alat pertanian, kitab-kitab ilmu pengetahuan, bangunan dan
sebagainya. Hal ini dapat diketahui dari pendapat-pendapat para ulama berikut.
Golongan Malikiyah dan Syiah, memperbolehkan wakaf benda-benda
yang bergerak, sebab menurut mereka wakaf itu boleh bersifat sementara dan
boleh pula bersifat selama-lamanya. Bahkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa
ra Undang-undang No.4l Tahun 2004,Pasal10, ayat Q)tt Undang-undang No.4l Tahun 2004, Pasal 10, ayat (3)
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segala sesuatu yartg dapat dimiliki baik berupa benda atau manfaat dari suatu
benda binatang , emas dapat dijadikan wakal jika wakaf itu bersifat sementara
maka harta wakaf itu dapat disyaratkan tidak berubah-ubah. Jika wakaf itu
selama-lamanya dan benda yang di wakafkan itu adalah benda yang bergerak,
maka benda yang bergerak itu dapat ditukar dengan benda yang lain asal benda itu
dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakif dalam mewakafkan hartanya
dahulu.
Mazhab Syaf iyah dan Hambaliah memperbolehkan wakaf benda yang
bergerak sebagaimana diperbolehkan mewakafkan benda yang tidak bergerak.
Sedangkan keabadian suatu wakaf bergantung pada sifat benda itu sendiri.
4. Ikrar wakaf
Adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah atau
benda miliknya (ps. I (3) PP No. 2811977 jo.ps. 215 (3) KHI). Pemyataan ikrar
atau wakaf ini harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis, dengan
redaksi "aku mewakafkan" atau "aku menahan" atav kalimat yang semakna
lainya. Ikrar ini penting, karena pemyataan ikrar membawa implikasi gugurnya
hak kepemilikan wakif, dan harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum
yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf itu
sendiri. Karena itu frekuensinyq harta wakaf tidak bisa dihibahkan" diperjual
belikan, atau pun diwariskan.
Secara teknis, ikrar wakaf diatur dalam pasal 5 PP 28/1977 jo. Pasal 218
KHI : (l). Pihak yang mewakafl<an tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya
secara jelas dan tegas kepada Nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar
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Wakaf (PPAID sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat Q) yang kemudran
menuangkanya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) dengan disaksikan oleh
sekurang-ktran grrya 2 (dua) orang saksi.
5. Peruntukan harta benda wakaf
Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka wakif perlu menegaskan
tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya
sendiri sebagai wakaf keluarga (waaf ahly), atau untuk fakir miskin, dan lain-lain,
atau untuk kepentingan umum (waaf khairy).Yang jelas tujuanya adalah untuk
kebaikan, mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya"
Kegunaan wakaf bisa untuk sarana ibadah murni, bisa juga untuk sarana
social keagamaan lainya yang lebih besar manfaatnya. Karena itu, wakaf tidak
bisa digunkan untuk kepentingan maksiat, membantu, mendukung atau yang
memungkinkan untuk tujuan maksiat.
Menurut Abu Yahya Z*aiya menyerahkan wakaf kepada orang yang
tidak jelas identitasnya adalah tidak sah. Faktor Administrasi, kecermatan dan
ketelitian dalam mewakafkan barang menjadi sangat penting, demi keberhasilan
tujuan dan manfaat wakaf itu sendiri. Alangkah rugrnya jika niat yang baik untuk
mewakafkan hartanya, tetapi kurang cermat dalam tertib administrasinya,
mengakibatkan tujuan wakaf menjadi terabaikan. Jika tertib administrasi ini
ditempa&an sebagai wasilah (instrument) hukum, maka hukumnya bisa menjadi
wajib. Sebagaimana aksioma hukum yang diformulasikan para ulama "li al-wasail
hukm al-maqashid"
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6. Jangka waktu wakaf
Jangka waktu harta wakaf tergantung akad yang di sepakati ketika terjadi
ikrar.
4.Manfaat Dan Tujuan Wakaf Tunai
Peruntukan Wakaf tunai lebih fleksibilitas (keluwesan) dan memiliki
kemaslahatan lebih besar yang tidak dimiliki oleh benda lainnya
Adapun manfaat wakaf uang adalah:
1. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, seseorang yang memiliki dana terbatas
sudah bisa memberikan dana wakafirya tanpa harus menunggu menjadi tuan
tanah terlebih dahulu.
2. Melalui wakaf rurng, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa
mulai dimanfatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan
pertanian;
3. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagan lembagaJembaga pendidikan
Islam yang cash-flow nya terkadang berkembang-kempis dan menggaji civitas
akademik alakadarnya;
4. Pada gilimnny4 umat islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia
pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara
yang memang semakin lama terbatas
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Adapun Tujuan Wakaf uang adalah
Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf uang yang berupa
suatu sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan kepada para wakif
sebagai bukti keikutsertaan;
Membantu pengalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf tunai
yang dapat diatasnamakan orang-orang tercinta baik yang masih hidup
maupun yang sudah meninggal duni4 sehingga dapat
integrasi kekeluargaan di antara umat;
Meningkatkan Investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial
menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial;
Menciptaka kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka
terhadap masyarakat sekitarnya" sehingga keamanan dan kedamaian sosial
dapat tercapai
5. Wakaf Tunai dalam perspektif fikih (tlukum Islam) dan Hukum
Positif
a.I)alam Perspektif fikih
Di lingkungan masyarakat Islam Indonesia, sering kita lihat bahwa ajaran
wakaf sering dipahami kurang profesional. Pemahaman masyarakat tersebut
memang lebih karena dipengaruhi oleh beberapa pendapat tnnam maztrab.r6lmam
tu Tim Direktorat JendralBimas Islam dan penyelenggara haji Depag RI, Paradigma baru
wakaf di Indonesia, Jakarta; Direktorat pengembangan zakat dan wakaf, Direktorat Jendral






Syaf i misalnya sangat menekankan wakaf pada fixed asset (harta tetap),
sehingga menjadikannya syarat sah wakaf,l7
Dan karenanya pula pembahasan harta benda wakaf dalam frqh klasik
Imam Syaf i semisal Al-Umm atau bawakan fiqh modern seperti fiqh As-Sunnah
Sayyid Sabiq tidak memperbolehkan wakaf tunai / uang, karena dinilai bendanya
tidak bisa kekal ketika dimanfaatkan. Selain itu, alasan lain karena jika
berdasarkan 'Urf (kebias:um yang berlaku), maka wakaf uang hanya berlaku di
wilayah-wilayah tertentu dari bekas wilayah kekaisaran bizantium (Romawi) saj4
ditempat lain tidak berlaku.rs
Sedangkan rmam Maliki,lemengartikan *keabadiaan" lebih nature barang
yang diwakafkan, baik itu aset tetap nurupun aset betgemk Untuk aset tetap
seperti tanah unsur keabadian terpenuhi karena memang tanah dapat dipakai
selama tidak ada longsor atau bencana alam yang menghilangkan fisik tanah
tersebut, demikian halnya dengan masjid atau madrasah. Berbeda dengan Imam
Syaf i Imam Maliki memperlebar lahan wakaf dan mencakup barang-barang
bergerak lainya seperti wakaf susu sapi atau wakaf buah tertentu substansi ini
semua adalah sapi dan pohon, Sementara yang diambil manfaafirya adalah susu
dan buah. Dengan adanya kerangka pemikiran seperti ini, Mazhab Maliki telah
membuka luas kesempatan untuk memberikan wakaf dalam jenis aset apa pun,
" 
Lihat Kitab Al-umnrbahasan ihbas atau Mupi Muhjat Vol rihal. 379, karya Khatib
Svmbiini
- 18 Tim Direktorat JendralBimas Islam dan penyelenggara haji Depag RI, Nazir
propesional dan Amanah\ Jakafia ; Tim Direktorat JendralBimas Islam dan penyelenggara haji
,2005, hal. l2l-122tn Lihat pembahasan wakaf dalam Bidayat Al-Mujtahid wa Nihayah AlMuqtashid karya
Ibnu Rasyid dan Mughni wa Syarh Al-Kabir karya Ibnu Qudamah
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termasuk aset yang Ukuid yaitu uang tunai (cash waqf) yang bisa digunakan untuk
menopang pengelolaan dan pemberdayaan wakaf secara produktif.
Di samping Imam Maliki, Ulama Hanafiah juga memperbolehkan wakaf
tunai dengan syarat selama nilai pokok wakafrya dijamin kelestariannya tidak
dijual, tidak dihibahkan, dan atau diwariskan dam selama digunakan untuk hal-hal
yang dibolehkan.20kebolehan wakaf tunai dalam golongan hanabilah juga
didukung oleh fatwa yang dikeluarkan oleh Muharnmad bin Abdullah Al-Ansari
murid dari Zufar (sahabat dari Ibnu Hanifah), bahkan fatwa al-Ansaribukan
berkutat pada wakaf tunai saj4 akan tetapi dibolehkan berwakaf dengan barang-
barang berbentuk komoditi yang ditimbang atau ditakar. Terhadap fatwa al-Ansari
tentang wakaf tunai, sebagian ulama pada masa itu merasa aneh dengan isi fatwa
al-Ansari, mereka berujar: Bagaimana mungkin mempersewakan uang wakag
bukanlah hat itu telah mengubah fungsi utama dari uang sebagai alat tukar? Apa
yang dapat kita lakukan dengan dana cash dirham? Terhadap pertanyaan ini al-
Ansari menjelaskan, ooKita investasikan dana itu dengan cara mudharabah, dan
labanya kita sedekahkan. Kita jual benda makanan itu" harganya kita putar dengan
usaha mudharabah, kemudian hasilnya disedekahkan.2l
Bahkan Majlis Ulama Indonesia (MUD ketika menfatwakan tentang
kebolehan wakaf uang juga memperhatikan beberapa pendapat ulama-ulama
besar, seperti:
1. Imam Al-Z;.l}ari (wafat 124 H), membolehkan wakaf uang dengan cara
2o Lihat Ibn 'Abidin, Hasyiyah Radd Al-Mukhtax, Jilid IV, Mesir, Mustafa Al-Babi al
Halabi, 1966, hal. 555-567
tt Ibn 'Abidiru Op.Cit" hal. 555-556, lihat pula Ibnu Taimiyatr, Majmu' al-fatawa" jilid 18,
jlz3l, Beirut; Dar al Kutub Ikniyah,2000, hal. l0l
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menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntunggannya
disalurkan pada mauquf 'aLaih:2
2. Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi, membolehkan wakaf uang
sebagai pengecualian atas dasar istihsan bi 'urfi.23
3. Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syaf i tentang kebolehan wakaf
uarrg.2o
Kebolehan wakaf tunai sebagaiman pendapat ulama-ulama tersebut di atas,
kalau kita tarik dalam konteks kekinian, terutama kalau kita hubungkan dengan
fungsi uang sebagai asset yang paling likuid, dan juga hasil survey M.A Mannan,
bahwa kekuatan fleksibilitas yang ada pada uang, bahkan dengan wakaf uang
mayoritas penduduk ikut bisa berpartisipasi.25
Partisipasi yang dimaksud adalah semua masyarakat baik individu maupun
secara kelembagaan dapat mewakafkan atau menyisihkan sebagian rezeki yang
diterimanya untuk berwakaf. Tanpa menjadi tuan tanah terlebih dahulu, atau
dengan kata lain hadirnya instrumen wakaf tunai, berwakaf dapat dilakukan oleh
siapapun demi niat beribadah kepada Allah SWT tanpa menunggu banyak duit.
Bahkan karena Fleksibilitas wakaf uang, akan dapat mengfrmgsikan tanah-
tanah wakaf yang selama ini tidak terurus disebabkan tidak memiliki modal,
2 Abu Saud Muhamma4 Risalah Fi jawazi waqf al-Nuqud, Beirut; Dar lbn-Hazm,1997,
hal.2S-21
* Wabah al Zuhaili,al-Fiqh al-Islam Wa adilatuhu" Juz VII, Damsyik; Dar al-Fikr, 1985,
hlal.162
2a Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir, Tahqiq Dr.Mahmud Mathraji, JuzIX, Beirut; Dar al-
Fikr, 1994, ha]-379tt Tim proyek peningkatan zakat dan wakaf Depag RI,Fiqh Wakaf, Jakarta; Direktorat
Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji, 2005, hal. 95
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menjadi gedung-gedung bertingkat yang mendatangkan keuntungan atau lahan-
lahan pertanian dengen produksi yang berlipat.
b. Prespektif Perundang-trndangan
Dalam catatan sejarah, wakaf bukanlah masalah baru bagi masyarakat
Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya sekali lembagaJembaga yang mirip
dengan lembaga wakaf sekarang ini tidak lagi intent digalakkan oleh pemerintah.
Pada masa pemerintahan kerajaan majapahit ada lembaga yang dikenal dengan
nama perdikan.26
Kemiripan dengan lembaga wakaf sekarang ini antara lain dalam status
hukumnya. Hal ini terlihat dalam status tanahnya tetap berada dalam kekuasaan
pihak pemberi perdikan. Selain itu, Purwadarminata,2T juga mencatat di Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Bmat terdapat lembaga adat yang disebut dengan
lembaga pustaka, yaifu sebuah harta benda yang berasal dari leluhur yang secara
utuh diberikan kepada keturunannya secara peffieorangan atau individual kepada
para ahli warisnya, dan juda tidak boleh dljual belikan. Walaupun pada umumnya
lembaga pusaka ini ini berbentuk benda yang dianggap keramat seperti keris,
namun banyak juga yang berbentuk tanah atau sawah sebagi sumber penghasilan
sanak fumili.
26 Slamet Mulyono, Perundang-undangan Majapahi! Jakarta; Bharata, 1967, hal. 37.
Yang dimaksud perdikan adalah sebidang tanah milik raja yang diserahkan kepada masyarakat
sebagai imbalan jasanyq agar diolah, digarap dan dinikmati hasilnya dan tanah tersebut
dibebaskan dari ketentuanpembebanan kewajiban pembayaran pajak. Lembaga semacam ini,
hampir dikenal pada semua kerajaan yang ada di pulau Jawa
" 
W.J.S. Purwadarminat4 Kamus umum bahasa Indonesi4 Jakarta; Balai Pustaka 1985,
hal.78
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Selain di Jaw4 lembaga adat juga mengakar dalam kehidupan Minang
Kabau yaitu Pusaka Tinggr dan Pusaka Rendah.28 Kemiripan lembaga adat seperti
ini terlihat bahwa hasil dari pusaka tinggi atau pusaka rendah dipergunakan untuk
kepentingan biaya hidup anggota kerabat, terutama oftmg-orang tua , janda dan
anak-anak yatim.
Dari beberapa model lembaga adat yang mempunyai kemiripan dengan
sistem perwakafan, menurut penulis tidak ada salahnya kalau pemerintah
menggalakkan wakaf termasuk wakaf tunai, karena memang sistem semisal wakaf
telah dan sudah berjalan dalam berbagai adat dan nama berbeda-beda, namun
esensi sama dengan dikehendaki oleh adanya atauran wakaf yang ada di
Indonesia.
Memang, sebelum lahirnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang
wakaf, peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia menjadi
persoalan yang yang cukup lama belum terselesaikan dengan baik. Peraturan
kelembagaan dan pengelolaan wakaf selama ini masih pada level di bawah
Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang UPA. Sehingga kemauan yang dari
umat Islam untuk memaksimalkan peran wakaf mengalami kendala-kendala
formil.
Di bandingkan dengan negara muslim lainny4 Indonesia dalam
memperjuangkan undang-undang tentang wakaf termasuk kategori terlambat.
Seperti Mesir telah ada Qanun No.46 Tahun. 1946, Saudi Arabia dengan
ketetapan majelis tinggr wakaf No.574 tanggal 16 Rajab 1386 dan lain-lain.
tt Pusaka Tinggi Yaitu Suatu pusaka yang dikuasai oleh suatu kaum dan di atur oleh
penghulu ada! seperti rumah gadang harta kerabat dan alat perlengkapan adat. Sedangkan pusaka
rendatr adalah suatu pusaka yang dikuasai dan diatur oleh mamak kepala waris.
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Kehadiran Undang-undang tentang wakaf sangat penting artinya bagi masyarakat
rnuslim Indonesia.
Dilihat dari materi Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf,
undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan
-undangan wakaf yang sudah ada dengan menambah materi baru
sebagai upaya pemberdayaan wakaf secaraproduktif dan propesional.
B. Pengembangan Wakaf di Indonesia
1. Pengaturan 'l{akaf Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-undang
No.4l Tahun:2004
Dengan diundangkannya UU No 4l Tahun 20A4, kedudukan wakaf uang
semakin jelas, tidak saja dari segi fiqh (hukum Islam), tetapi juga dari segi tata
hukum nasional. Artinya, dengan diundangkannya UU tersebut maka wakaf tunai
telah mer{adi hukum positif, sehingga persoalan khilafiyah tentang wakaf tunai
telah selesai.
Dalam pasal UU No 4ll2004 tentang Wakaf, masalah wakaf tunai
disebutkan pada empat pasal, (pasal 28,293A31), bahkan wakaf tunai secara
khusus dibahas pada bagian kesepuluh Undang-Undang tersebut dengan titel
"Walmf Benda Bergerak Berapa Uang"-
Pasal28 Undang-Undang Wakaf berbunyi sebagai berikut:
"Wakif dapat mewakaJknn benda bergerak berupa uang melalui lembaga
lreuangan syariah yang dituniuk oleh Menteri."
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Dari pasal 28 dapatditadktigakesimpulan penting :
l. Legalitas wakaf tunai sangat jelas dan tidak perlu diperselisihkan lagi.
2. Pengelolaan wakaf uang melalui Lembaga Keuangan Syari'ah.
3. LKS ditrnjuk oleh Menteri
Penunjukkan lembaga keuangan syariah sebagai media pengembangan
wakaf uang karena lembaga keuangan, dikarenakan :
1. Kenampuan lembaga keuangan syariah melakukan investasi dana waqaf.
Investasi dilakukan dengan pertimbangan keamanan &, tingkat
profitabilitas usaha dengan melalrukan. Pertama, analisa sektor investasi yang
belum jenuh, dengan melakukan o'spreading rislt' dan "risk management"
terhadap investasi yang akan dilakukan Kedua, "Market survey" unfuk
memastikan jaminan pasar dari outputiproduk investasi, Ketiga, analisa
kelayakan investasi, Keempat, penentuan pihak yang akan bekerjasama untuk
mengelola investasi. Kelima, monitoring terhadap proses realisasi investiasi,
dan keenam, monitoring terhadap tingkat profitabilitas investasi tersebut.
2. Kemampuan melakukan administrasi rekeaing beneficiary.
Hal ini membutuhkan teknologi &, SDM yang
handal.kemarnpuan ini dimiliki oleh bank, yang memang "nsttne" bisnisnya
adalah mengelola rekening-rekening nasabah. Teknologi bank juga cukup
memadai untuk menampung banyak data base beneficiary
3. Kemampuan melakukan distribusi hasil investasi dana*
Bank syariah mempunyai sistem "profit distribution", baik dengan
konsep "pool of fund" maupun "speeial investmenf' (Mudharabah
aa
JJ
Muqayaddah). Benefit dana waqaf jika diijinkan oleh waqif dapat digunakan
misalny4 sebagai dana bergulir untuk pemberdayaan ekonomi lemah.
4. Mempunyai kredibititas di mnta masyarakat, dan dikontrol oleh
hukum/regulasi yang ketat serta diawasi oleh Bank Indonesia atau
Departemen Keuangan
Bank atau LKS lainnya yang profesional merupakan lembaga
kepercayaan masyarakat. Bank merupakan lembaga yang "high regulated', BI
menjamin deposit masyarakat termasuk deposit waqaf. Bank syariah
merupakan lembaga yang o'syariah high regulated', di mana DSN @ewan
Sya'riah Nasional) dan DPS (Dewan Pengawas Symiah) memantau
kecukupan aspek syariah atas operasional dan produk bank syariah
5. Kemampuan melakukan investasi danawaqaf
Tipe Investasi :
a. Investasi Jangka Pendek : yaitu dalam bentuk "micro credit".
(Pengalaman Bank Islam dalam kredit mikro, seperti
UMKM sudah teruji.
b. Investasi JangkaMenengah : yaitu untuk industri/usahakecil
c. Investasi Jangla Panjang : yaitu untuk industri manufakhu industri besar
lainnya (Pengalaman bank dalam melakukan investasi jangka panjang
seperti pabrik & perkebunan, serta pengalaman investasi/pembiayaan
sindikasi dengan bank lain unhrk melalalkan investasi besar)
Alasan-alasan ifiilah, mengapa wakaf tunai harus melalui Lembaga
Keuangan Syariah. Selain lembaga perbanka4 insitusi reksadana syariah juga bisa
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menjadi pengelola wakaf tunai asalkan telah memenuhi syarat-syarat yang
ditetapkan dalam Peranturan Pemerintah.
Selanjutnya, pasal 29lJU No 4ll2004 menyebutkan:
l) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28
dilaksanakan oleh wakif dengan pemyataan kehendak wakif yang dilalcukan
secara tertulis.
2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat Q) diterbitkan dan
disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazhh sebagai
bukti penyerahan harta benda wakaf.
Pasal 30.
Lembaga keuangan syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda berupa
uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak
diterbutkannya Sertifikat Wakaf Uang.
Pasal3l.
Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang
sebagaimana dimaksud dalarn pasal, 28, 29, 30 diatur dengan peraturan
pemerintah.
Peraturan Pemerintah @P) tentang Pelaksanaan UU No 4l2AA4 tentang
Wakaf sampai saat ini belum dikeluarkan pemerintah. Namun demikian, kita
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dapat melihat Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut yang telah rampung
dikerjakan oleh tim penyusun RPP Wakaf. Keluanrya PP tersebut hanya
menunggu waktu saja.
Dalarn Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), masalah cash waqf diatur
pada pasal 22,23,24,25, 26. Pasal-pasal ini berisi tentang teknis pelaksanaan
wakaf uang.
Pasal2ZRPP Wakaf tersebut berbunyi :
(l) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah
(2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka
harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
(3) Wakif yang akan mewakafl<an uangnya diwajibkan untuk:
a. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWJ)
unfuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
b. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
c. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
d. Mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai akta
ikrarwakaf.
(a) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
(5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada
Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Naztrir menyerahkan akta ikrar
wakaf tersebut kepada LKS.
Berdasarkan ayat 5 pasal 22, maka calon wakif yang mau berwakaf uang,
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dapat mendatangi nazhir dan menyatakan ikrar wakaf tersebut di hadapan
PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf). Setelah rtu, nazJair
menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.
Pasal 23
Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk
oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).
Pasal24
(1) LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atas
dasar saran dan pertimbangan dari BWI (Badan Wakaf Indonesia).
(2) BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) setelah mempertimbangkan saftln instansi terkait.
(3) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat diberikan
kepada LKS Penerima Wakaf Uang yang memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a) menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri;
b) melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
c) memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
d) bergerak di bidang keuangan syariah; dan
e) memiliki fungsi menerimatitipan (wadi'ah).
(4) BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
padaayat (3).
Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud
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pada, ayat (4), Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau
menolak permohonan dimaksud.
LKS Penerima Wakaf Uang bertugas:
a- Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima
Wakaf Uang;
b. Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
c. Menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas namaNazhir;
d. Menempatkan uang wakaf ke dalam tekening titipan (wadi'ah) atas nama
Nazhir yang ditunjuk Wakif;
e. Menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam
formulir pemyataan kehendak Wakif;
f. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut
kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang
ditunjuk oleh Wakif; dan
g. mendaftarkan wakaf uang kepadaMenteri atas namaNazhir.
Pasal 26
Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:















namaNazhir yang dipilih; dan
tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang;
Pasal2T
Dalam hal Wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang
untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir,
Naztrir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli
waris/penerus haknyamelalui LKS Penerima Wakaf Uang.
Pasal ini menjelaskan kebolehan wakaf muaqqat dengan mengambil
pendapat mazhab Maliki.
2. Potensi Wakaf Uang di lndonesia
Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang
potensinya belum sepenuhnya digali dan dikembangkan. Potensi wakaf, terutama
wakaf tunai produktif dapat digunakan sebagai altematif pendanaan pada masjid
dan pondok pesantren dalam rangka menuju kemandirian finansial yang bermuara
pada kemaslahatan umat.
Umat Islam di Indonesia telah akrab dengan kata wakaf. Akan tetapi,
keakraban tersebut tidak membuat mereka mengerti benar tentang wakaf. Hingga
kini, mereka beranggapan bahwa wakaf hanyalah berupa masjid dan kuburan.
Padahal wakaf telah mengalami perkembangan, dan tampil dalam'wujud lain,
wakaf produktif atau wakaf tunai.
Wakaf tak hanya kuburan dan masjid nnmun potensi wakaf bisa
dikembangkan untuk hal produktif yang akan memberikan manfaat ekonomi
kepada masyarakat luas.
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Bagi umat Islam Indonesia, wacana wakaf tunai produktif memang masih
relatif baru. Bisa dilihat dari peraturan yang melandasinya. Majelis Ulama
lndonesia MUD baru memfatwakannya pertengahan Mei20A2. Selama ini, wakaf
yang populer di kalangan umat Islam Indonesia terbatas tanah dan bangunan yang
diperuntukkan tempat ibadah, rumah sakit dan pendidikan.
Potensi wakaf tunai di Indonesia diperkirakan cukup besar. Musthafa
Edwin Nasution mengatakan bahwa potensi wakaf tunai yang bisa dihimpun dari
l0 juta penduduk rnuslim adalah sekitar Rp 3 triliun per tahun. Hal yang senada
disampaikan pula oleh Dian Masyita Telaga. Potensi wakaf tunai yang bisa
dihimpun di Indonesia mencapai Rp 7,2 triliun dalam setahun dengan asumsi
jumlah penduduk muslim 20 juta dan menyisihkan Rp 1.000 per hari atau Rp
30.000 tiap bulannya.
Sedemikian besarnya potensi yang dikandung, maka pengelolaan secara
tekun, amanah, profesional dan penuh komitmen tentu akan mampu melepaskan
ketergantungan Indonesia terhadap utang luar negeri yang telah menggunung
hingga kini. Dengan pengelolaan wakaf tunai, lndonesia tidak perlu lagi berutang
kepada lembagalembaga kreditor multilateral sebagai salah satu sumber
pembiayaan pembangunannya" karena dana wakaf tunai sendiri telah mampu
melengkapi penerimaan negara di samping pajah zakat dan pendapatan lainnya
Melalui berbagai pemikiran dan kajian, peftrn wakaf tunai tidak dalam
pelepasan ketergantungan ekonomi dari lembaga-lembaga kreditor multilateral
semata, instrumen ini juga mampnmenjadi komponen pertumbuhan ekonomi.
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Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim, eksistensi instrumen
syariah ini akan sangat acceptable sehingga wakaf tunai diperkirakan akan
memberikan kontribusi besar bagr percepatan pembangunan di Indonesia. Dari
perspektif teori ekonomi makro, instumen wakaf bisa dimasukkan ke dalam
instrumen fiskal yaitu sebagai sumber penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
Atau bisa pula dimasukkan ke dalam kategori investasi jika pengeluaran untuk
wakaf tidak dikelola oleh pemerintah tetapi oleh badan-badan usaha milik swasta.
Pendapatan nasional dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga
pengeluaran untuk investasi oleh badan-badan usaha, pengeluaran pemerintah dan
net export (ekspor bersih). Investasi adalah firngsi dari tingkat bunga dan
pengeluaran untuk wakaf tunai. Sedangkan pengeluaran pemerintah merupakan
fungsi dari wakaf tunai serta penerimaan pajak sehingga perubahan pada investasi
atau pengeluaran pemerintah akan mengubah pula posisi pendapatan nasional.
Pertambahan investasi atau peningkatan pengeluaran pemerintah akan
menggeser kurva IS ke kanan. Akibatnya adalah peningkatan pendapatan nasional
dengan asumsi ceteris paribus. Peningkatan pendapatan nasional merupakan safu
langkah maju menuju pemeratan pembangunan dan hasil-hasilnya.
Jika ditelaah secara cermat maka dapat disimpulkan bahwa potensi zakat
dan wakaf di Indonesia sangatlah besar. Berdasarkan data yang ada, potensi zakat
di negeri ini mencapai 7 trilliun setiap tahunnya. Belum lagi ditambah dengan
potensi wakaf, terutama wakaf tunai, yang dapar digunakan untuk melakukan
berbagai aktivitas yang produktif, termasuk mengentaskan problematika
kemiskinan di Indonesia.
4l
Wakaf tunai tidak hanya memberi kesempatan beramal pada orang - orang
kaya saja. Wakaf tunai akan memperbesar keseinpatan bagi siapa pun untuk
berwakaf. Tak harus menrmggu mereka sampai menjadi saudagar kaya atau tuan
tanah, karena wakaf tunai jumlahnya bisa variatif.
Bila wakaf dalam bentuk bangunan atau rumah membutuhkan dana besar
atau melibatkan segelintir orang saja, wakaf tunai produktif bisa menjangkau
lapisan menengah. Kita bisa menyerahkan uang senilai Rp 500 ribrl Rp I juta atau
lebih. Dari segi jumlah tentu tak terlalu besar. Namu4 banyak kalangan
menengah bisa melakukannya ketimbang menyumbangkan sebuah bangunan.
Perolehan wakaf tunai pun bisa jadi lebih besar. Bila ada sepuluh juta
orang mampu mewakaJkan Rp 1 juta nilai seluruhnya mencapai Rp 10 triliun.
Dengan dana sebesar itu maka banyak hal yang bisa dilalnrkan umat Islam. Dana
wakaf bisa digunakan untuk mendirikan perusahaan, pusat perbelanjaan,
perkebunan, atau apa sajayang bernilai ekonomis.
Kegiatan wakaf bagi sebagian besar kalangan Muslim di tanah air, masih
terfokus pada tanah dan bangunan. Padahal secara filosofis harta wakaf tak
semestinya didiamkan dan tidak memberikan hasil bermanfaat. Di atas prjakan
filosofis ini, wakaf seharusnya menumbuhkan dampak kesejahteraan bagi mereka
yang berhak menerimanya tanpa mengenal batas pula. Dana wakaf juga dapat
menopang kesulitan keuangan di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Pada
akhimya, mernbuat umat Islam mampu mengembangkan pendidikan yang
mandiri. Dalam undang-undang nomor 4l tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan
bahwa wakaf benda bergerak yang berupa rumg disalurkan melalui lembaga
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keuangan syari'ah hal ini dimaksudkan unhrk menjamin ruulg, serta kepercayaan
terhadap lembaga keuangan syari'ah serta keprofesionalannya. Dalam pasal 28
disebutkan:
"Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga
keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteriu-
Lembaga keuangan syariah dapat menjamin kondisi tlzlng, hal ini karena
ada penjaminannya dari pemerintah. Imam az Ztthn (wafat 124 H) salah seorang
ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al hadits memfatwakan, dianjurkan
wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan safttna dakwah, sosial, dan
pendidikan umat Islam. Adapun caftmya adalah dengan menjadikan uang tersebut
sebagai modal usaln kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.
Lembaga ini dapat menginvestasikan wakaf uang ini kedalam berbagai bentuk
investasi. Diantara investasinya ialah kredit mikro dan investasi perusahaan kecil,
investasi industri kerajina4 petemakan, dan industri berat sekalipun.
Adaprm sebagai bukti bahwa wakif telah mewakafkan uangnya kepada
Lembaga Keuangan syariah maka ia akan mendapatkan setifikat wakaf tunai yang
diterbitkan oleh lembaga keuangan syariah yang merupakan bukti bahwa telah
terjadi wakaf uang. Hat ini ditegaskan dalam pasal29 ayat? dan 3 rmdang undang
wakaf tahun 2004 sebagai berikut :
2. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
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3. Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat Q) diterbitkan dan
disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir
sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf .
Adapun manfaat wakaf tunai yang diutarakan M. Syafei Antonio ada
empat; Pertama, seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa rnulai
memberikan dana wakafnya tanpa harus menrmggu menjadi tuarl tanah terlebih
dahulu. Kedua, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah
kosong bisa rnulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk
lahan pertanian. Ketiga, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-
lembaga pendidikan Islam. Keempat, insya Allah, umat Islam dapat lebih mandiri
dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantrurg pada
anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.
C. Pengelolaan Wakaf Uang
1. Bentuk Pembiayaan Ilalam Pengelolaan'Wakaf Uang
Untuk menjamin kelanggengan harta wakaf agar terus memberikan
pelayanan prima sesuai dengan tujuannya diperlukan dana pemeliharaan diatas
biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Hal ini berlaku pada proyek penyedia jasa
maupun proyek penghasil pendapatan. Sehingga dengan demikian, pada proyek
penyedia jasa pun diperlukan persyaratan menghasilkan pendapatan untuk
menutup biaya pemeliharaan. Dalam konteks wakaf, maka pembiayaan proyek
wakaf bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana
Muntuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani.2e
Menurut Monzer Kaht gagasan menyisihkan sebagian pendapat wakaf
untuk merekonstnrksi harta gerak wakaf atau untuk meningkatkan modal harta
tetap wakaf dibahas dalam fikih klasik Oleh karena itu Kaht'0 membedakan
pembiayaan proyek wakaf tradisional dan pembiayaan baru harta wakaf secaftt
institusional.3l
a. Model-model Pembiryaan proyek wakaf tradisional
Dalam model pembiayaan harta wakaf *adisional, kitab fikih klasik
mendiskusikan lima model pembiayaan rekonstruksi wakaf hart4 yaitu: Pinjaman,
hurk (kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran limp sum yang cukup
besar dimuka), al-Ijaratain (sewa dengan dua pembayaran), menambah harta
wakaf baru, dan penukaran penganti (subtansi) harta wakaf. Dari kelima model ini
hanya penambahan harta wakaf baru yang menciptakan penambahan pada modal
wakaf dan peningkatan kapasitas produksi.Sedangkan empat model yang lain
lebih banyak membiayai operasional dan mengembalikan produktifitas semula
harta wakaf.32
1. Pembiayaan wakaf dengan menciptakan wakaf baru untuk melengkapi harta
wakaf yang lama. Contoh adalah wakaf air minurn yang dilakukan Usman bin
Affan kepada Rosulullah SAW."Karena dimotivasi oleh Rosulullah SAW,
Usman mampu membeli sumber air ruma yang semula hanya diberikan
2e Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003,
Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, hal. 9730 March 24,1998tt Baca" H. Karnaen A. Pewawaatmajq S.E.,MPA, Alternatif Investasi Dana Wakal





sebagian , tetapi kemudian pemiliknya setuju menjual lagi sebagian yang lain.
Pinjaman untuk pembiayaan kebutuhan operasional harta wakaf. Pinjaman ini
dilakukan untuk mengembalikan firngsi wakaf semula. Syarat yang biasanya
harus dipenuhi sebelumnya untuk melakukan pinjaman adalah mendapat izin
dari hakim pengawas.Misalnya pinjarnan untuk membeli benih dan pupuk
serta tentang pinjaman untuk membeli benih pupuk dan pupuk serla upah
pekerj a yang diperlukan.
Penukaran penganti (subtitusi) harta wakaf Model subtitusi berarti suatu
pertukaran harta wakaf yang satu dengan yang lain, paling tidak memberikan
pelayanan atau pendapatan yang sama tanpa perubahan peruntukan yang
ditetapkan pemberi harta wakaf (waki!. Oleh karena itu secara prinsip
subtitusi tidak menimbulkan peningkatan harta wakaf dalam kondisi pasar
norrral. Konsekuensiny4 subtitusi bukanlah model pembiayaan. Namun,
karena karakter yang unik dari harta \rakaf, maka kadang-kadang subsitusi
berakhir dengan peningkatan pelayanan yang disediakan. Contoh pertukaran
bangunan sekolah di wilayah yangjarang penduduk dengan bangunan sekolah
yang padatpenduduk.
Model subsitusi ini secara mudah dapat menyediakan dana likuid yang
diperlukan untuk kegiatan operasional harta wakaf,
Model pembiayaan hukr (sewa berjangka panjang dengan lump sum
pembayaran dimuka besar). Model pernbiayaan ini diciptakan oleh fuqaha
untuk mensiasati larangan menjual harta wakaf. Dari pada menjual harta
wakaf, nazir(pengelola) dapat menjual hak untuk jangka waktu sewa dengan
4.
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sustu nominal secara periodik. Hak di jual untuk suatu j rmlah lump sum yang
besar dibayar di muka. Pembeli dari hak sewa brjangka panjang dapat
membangm tanah wakaf dengan mengunakan sumbernya sendiri atas resiko
sendiri sepanjang ia membayar sewa secara periodik kepada pengelola. Istilah
hurk berarti monopoli secara eksklusif. Hak eksklusif ini mrmgkin untuk suatu
periode yang lama yang biasanya melebihi ukuran hidup normal alami manusia
atau mungkin yang bersifat tetap. Ini merupakan suatu contoh dari hak
keuangan yang dapat dipasarkan , misalnya: dijual lagr, diwariskan,
dihadiahkan, dan lainlain.
5. Model pembiayaan ijaratain ( sewa dengan dua kali pembayaran)
Model ijaratain menghasilkan sewa jangka panjang yang terdiri dari dua
bugutt" yaitu: bagian pertama berupa uang muka lump sum yang besar untuk
merekonstruksikan harta wakaf yang bersangkutan, dan bagian kedua berupa
sewa tahunan secara periodik selama masa sewa. Model ini hampir serupa
dengan hurk. Bedanya, pada ijaratairl uang muka hanya boleh dipergunakan
untuk merekonstruksi harta wakaf yang bersangkutan. Pada ijaratain" jelas
bahwa harta wakaf dikontrakkan setelah direkonstnrksikan sesuai dengan
spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak.
b. Model-model Penbiayaan baru untuh proyek wakaf proyek wakaf
produkfif secara instutisional
Ada empat model pembiayaan yang membolehkan pengelola wakaf
produktif memegang hak eksklusif terhadap pengelolaan., seperti Mudharabah,
Istisnaa" Ijarah, Mudharabah. Sebagai tambahan ada juga ynag disebut berbagai
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kepemilikan atau Syirkatul mill! di mana ada beberapa konaakbr yang berbagi
menejemen proyek pada pihak penyedia pembiayaan yang disebut dengan model
berbagi hasil (out put sharing)dan model Hurk atau sewa jangka paqi*g."
1) Model Pembiryaan Mudharabah
Penerapan pembiayaan mudharabah pada harta proyek mengharuskan
pengelola harta wakaf (Nazir) mengambil sebagai pengusaha (enterprenueur)
yang mengendalikan proses investasi yang membeli peralatan dan material yang
diperlukan melalui surat kontrak mudharabah. Sedangkan pembiayaan datang dari
satu bank Islami. Pengelola harta wakaf menjadi penghutang (debitor) kepada
lembagaperbankan untuk hargaperalatan dan material yang dibeli ditambah mark
up pembiayaannya. Hutang ini akan dibayar dari pendapatan hasil pengembangn
harta wakaf.
2) Model fstisna
Model istisna memungkinkan pengelola harta wakaf untuk memesan
pengembangan harta wakaf yang do perlukan kepada lembaga pembiayan melalui
suatu kontrak istisna. Lembaga pembiayaan atau bank kemudian membuat
kontrak dengan kontraktor unhrk memenuhi pesarum pengelola harta wakaf atas
nama lembaga pembiayaan itu. Menurut Resolusi Islamic Fiqh Akademik dari
OKI, Istisna adalah sesuai dengan kontrak Syari'ah dimana pembayaran dapat
dilakukan dengan penangguhan atas dasar kesepakatan bersama
Model pembiayaan istisna juga menimbulkan hutang bagi pengelola harta
wakaf dan dapat diselesaikan dari hasil pengelolaan dan pengelolaan harta wakaf
" rbid.,
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dan penyedia pembiayaan tidak mempunyai hak untuk turut campur dalam
pengelolaan harta wakaf.
3) Model ljarah
Model pembiayaan ini merupakan penerapan Ijarah dimana pengelola
harta wakaf tetap memegang kendali penuh atas menejemen proyek. Dalam
pelaksanaannya, pengelola harta wakaf memberikan ijin yang berlaku unttrk
beberapa tahun saja kepada penyedia dana untuk mendirikan sebuah gedung
diatas tanahwakaf. Kemudian pengelola harta wakaf menyediakan gedung
tersebut untuk jangka waktu yang sama dimana pada periode tersebut dimiliki
oleh penyedia dan4 dan digunakan untuk tujuan wakaf. Pengelola wakaf harta
menjalankan menejemen dan membayar sewa secar periodik kepada penyedia
dana. Pada akhir periode yang diijinkan, penyedia dana akan memperoleh kembali
modalnya dan keuntungan yang dikehendaki, setelah itu penyedia dana tidak
dapat memasuki lagi harta wakaf.
4) Mudharabah oleh pengelola harta wakaf dengan penyedia dana
Model mudharobah dapat digunakan oleh pengelola harta wakaf dengan
asumsi peftmarnya sebagai pengusaha dan menerima dana likuid dari lembaga
pernbiayaan untuk mendirikan bangunan di tanah wakaf atau untuk mengebor
sebuah sumur minyak jika tanah wakaf itu menghasilakan minyak. Menejemen
akan tetap berada di tangan pengelola harta wakaf secara ekslusif dan tingkat bagi
hasil diterapkan sedemikian rupa sehingga menutup biayausaha lmtuk menejemen
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Sampel menurut Nawawi lndari adatah merupan proses penariknn
sebahagian subjek, gejala, atau objek yang ada pada populasi.r Sedangkan
menurut Msrdalis sampel ialah sebagaian dari individu yang menjadi objek
atau sasaran penelitian.2 Tuiuan penentuan sampel adalah untuk perolehan
keterangan mengenai penelitian dengan cara mengamati hanya sebahagian
dari populasi sebagai suatu cerminan dmi populasi yang diteliti. Dengan
alasan tersebut sehingga penelitian biasanya hanya dilahrkan terhadap sampel
rHadari Nawawi, Metodologi Penelitian Bidang Sosial ,(Cet. Vl Yogyakarta: Universiti
Pers, 1993), h. 141.







yang telah dipilih saja yang penting sampel tersebut mewakili populasi yang
akan dij adikan generalisasi nantinya.
Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak beberapa orang, yang
terbagi dari berapa variabel yaitu dari, jenis kelamirl pendidikan, usia dan
pekerjaan. Dalam menentukan sampel dengan teknik tersebut diatas, maka ada
beberapa cara atau teknik yang dapat ditempuh, namun dalam penelitian ini
penulis hanya menggunakan rondom sampling. Dimana tehnik penentuan atau
pembentukan sampel menganggap semrut elemen populasi mempunyai
kemungkinan yang sama unhrk masuk dalam sampel. Hal ini dapat dipahami
seperti apa yang dikemukakan oleh Suharsimi Arilatnto, "random sampling
adolah tehnik penentuan sampel dimana semua elemen papulasi mempunyai
lremungkinan ysng ssma sebagai sampel. "3
Adapun sampel dalam penelitian kami adalah:
Bidang Penyelengara Haji, dan Wakaf Kanwil Departemen Agama
Sulawesi Selatan






'Suharsimi Arikunto, op. cit",h.l}g.
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B. Instrumen Penelitian
Insfument penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh
peneliti untuk mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan
hasilnya lebih baik, dalam artian lebih cermat, lengkap, dan sistematis
sehingga lebih mudah dikelolah. Instrument penelitian merupakan suatu unsur
yang amat penting dalam suatu penelitian, karena fungsinya sebagai sarana
data yang banyak menentukan keberhasilan suatu penelitian yang
drfuju. Oleh karena itu, instrumen penelitian yang digunakan harus sesuai
dengan situasi dan kondisi dari penelitian itu sendiri. Sehingga nantinya
memudahkan dalam permasalahan.
Pemilihan istrumen penelitian sangat ditentukan oleh beberapa hal, yaitu
objek penelitian, sumber data wakhr, dana yang tersedia, jumlah tenaga
peneliti, dan teknik yang akan dipergunakan untuk mengelolah data bila telah
terkumpul. Dengan melihat permasalahan dan aspek yang hendak diukur dan
diteliti dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan instrument sebagai
berikut:
'Wawancara (Interviuw): yaifu penulis mengadakan wawancara
langsung kepada karespondensi, yakni Seksi Wakaf Kantor
1.
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Departemen Agama Wilayah Sulawesi Selatan dan beberapa instansi I yayasarr
yang mengelola wakaf yang ada di Kota Makassar
2. Obsewasi (pengamatan): yaitu suatu metode penelitian dengan jalan
mengadakan pengamatan dilapangan atau dapat juga dikatakan bahwa
observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan
pengamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung,
dalam hal ini penulis mengarnati Penggelolaan wakaf di Kantor Departemen
Agama Wilayah Sulawesi Selatan dan beberapa instansi I yayasan yang
mengelola wakaf yang ada di Kota Makassar.
3. I)okumentasi, yaitu caxa pengumpulan data dengan langsung
mencatat sumber-sumber informasi tertulis maupun tidak tertulis baik itu
berupa dokumen-dokumen tertulis berupa buku-buku ataupun dari hasil
wawancara dengan pejabat/pengunrs yang berwenang memberikan informasi
terkait dengan penelitian ini. Yang didapat dari observasi penulis terhadap
obyek penelitian yaitu Seksi Wakaf Kantor Departemen Agama Wilayah
Sulawesi Selatan dan beberapa instansi / yayasan yang mengelola wakaf yang
ada di KotaMakassar
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C. Prosedur Pengumpulan l)ata
1. TahapPersiapan
Tahap ini dimulai pada waktu penyusunan draf skripsi telah usai,
terutama pada bagian komposisi bab sebagai acuim pembahasan. Setelah
selesai penulis kemudian melanjutkan pengurusan surat pengantar dari
fakultas untuk memperoleh izin penelitian dari gubernur pada bagran
penelitian atau kesatuan bangsa Surat pengantar yang diperoleh kemudian di
bawah ke bagian umum kantor departemen agarna Sulawesi Selatan yang
dilanjutkan kepada kepala kantor departemen agamana Sulawesi Selatan
teruskan pada obyek penelitian yaitu Kepala Bidang Penyelengaraan Haji
Zakat dan Wakaf Kantor Departemen Agama Sulawesi Selatan. Pada saat
tersebut peneliti telah menyiapkan instrument penelitian seperti pedoman
wawancara.
2. Tahap Pelaksanaan
Pelaksanaan penelitian dimulai setelah terbitnya surat izin penelitian,
Yaitu pada tanggal 15 January 2010 sampai dengan 15 February. Penulis
langsung terjun kelapangan untuk mengadakan observasi, wawancara. Penulis
juga melihat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul penulis.
Selanjutnya penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh di lapangan guna
mulai mempersiapkan penyusunan skripsi sesuai dengan komposisi bab yang
telah dibuat. Adapun metode pengumpulan data serta keterangan yang
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diperlukan dalam penyusunan ini dilakukan melalui beberapa metode berikut
ini:
Penelitian lapangan (field research), yaitu pnulis mengumpulkan data
dilapangan dengan memilih obyek penelitian yaitu Seksi Wakaf Kantor
Departemen Agama Wilayah Sulawesi Selatan dan beberapa instansi / yayasan
yang mengelola wakaf yang ada di Kota Makassar
. Dalarn penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai
berikut:
r Observasi, yaitu penelitian mencari objek yang diteliti pada
Seksi Wakaf Kantor Departemen Agama Sulawesi Selatan dan
beberapa instansi / yayasan yang mengelola wakaf yang ada di
Kota Makassar.
Interview, yaitu penulis mengadakan Tanya jawab secara
langsung dengan inforrnan yang dianggap perlq dalam hal ini
Bagran Wakaf Kantor Departemen Agama Sulawesi Selatan.
Dokumentasi, yaitu peneliti mengumpulkan data yang ada
dengan cara mencatat dan mengambil data-data dokumentasi
dengan mengamati secara langsung tingkah laku dari para
konsumen atau nasabah.
a. Library Research, yaitu proses pengumpulan data dengan mengkaji dan
mendalami beberapa buku literatur yang dianggap memiliki relevansi
dqngan kq*an yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam pengkajian dan
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pengeloluum literatur ini, data yang dibutuhkan kemudian dimasukkan
sebagai pelengkap atau penjelas atas dasar-dasar yang diteliti dengan
menggunakan tata carapenulisan sebagai berikut:
berkaitan dengan masalah yang dibahas kemudian dikutip isi buku
itu tanpa menguftrngi dan menambah kata-katanya.
berkaitan dengan masalah yang dibahas. Kemudian penulis
menganalisanya lalu dirangkai menjadi suatu kalimat yang
dibahasakan sendiri tetapi tidak lepas dari hasil bacaan.
Disarrping itu, dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan
beberapa metode pendekatan penelitian. Adapun metode yang penulis maksud
adalah sebagai berikut:
berpegangan pada dalil-dalil Al-Quran dan Hadits Nabi sebagai
sumber pokok.
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta dalam masyarakat dan
dicarikan solusinya dalam pembahasan skripsi ini nantinya.
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D. TeknikAnalisis Data
Setelah peneliti mengumpulkan data baik dari lokasi penelitian maupun
dari literatur-literatur lainny4 bertanda data tersebut siap di kelola. Adapun
teknis analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu
menganalisis data yang terkumpul dari hasil kepustakaan, objek penelitian
berupa segala sumber-sumber tertulis yang ada yang kemudian data tersebut
siap dikelola Data yang bersifat kuantitatif sendiri diperoleh dari hasil
wawancara dan observasi.
Adapun teknik analisis dalam kuantitatif itu sendiri dapat dilakukan 4
cara yaitu:
a. Analisis induktif, yaitu pengelolaan data atau menganalisis data dari
pernyataan yang bersifat khusus kemudian menarik suatu kesimpulan yang
umum.
b. Analisis deduktif, yaitu menganalisis data yang bersifat urmrn, kemudian
menarik suatu kesimpulan yang bersifat \husus.
c. Analisis komparatif, yaitu penulis mengawali analisis data dari suatu
kesimpulan dengan lebih dahulu mengadakan perbandingan antar satu
datal pendapat dengan pendapat lainnya lalu ditetapkan kesimpulannya.
d. Presentase yaitu teknik pengelolaan data dengan cara medawab data dari
responden untuk membuktikan kebenaran analisis data secara
keseluruhan.
BAB IV
HASIL PEI\TELITIAI{ DAI\I PEMBAHASAIY
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitirrn
Berkaitatr dengan penulisan skdpsi ini, maka penulis penelitian
di berbagai instansi di kota Makassar, dalam hal ini Kantor Wilayah Departemen
Agama Sulawesi Selatan, Kantor Departer.ren Agann Kota l\4akassa,r, Wahdatr
Islamiyah dan Baitul Maal Hidayatullah.Penulis juga melakukan wawancara dengan
kepala ataupun staff disetiap instansi yang diteliti.Hal tersebut tentunya berkenaan
dengan proses pengurrprdan dda rnengenai pengel,olaan dana wakaf ataupun.tanah
waka{ pemberdayaan ekonomi Umat dan potensinya di kota Makassar.
Untuk mengetahui lebih mendalam mengetahi pengoptimalisasikan dana
wakaf ataupun tanah wakaf yang "dikelola ol€h Kaator Wilayatr Departemen Agama
Sulawesi Selatan, Kantor Departemen Agama Kota Makassar, Wahdah lslamiyah dan
Baitul Maal Hidayatullah kota Makassar terlebih dahulu penulis akan memberikan
gambaran umum lokasi penelitian, dimulai dari profil, visi dan misi, stuktur
organisasi Kantor Wilayah Departemen Agama Sulawesi Selatan, Kantor Departemen
Agama Kota Makassar, Wahdah lslamiyah dan Baitul Maal Hidayatullah.
I. Kanfor lililayah Ilcparteuen Agama Sulawesi Selarau
Kantor Wilayah Departemen Agama Sulawesi Selatan mempunyai visi yaitu
terwujudnya rnasyarakat Sulawesi Selatan yaog terkemuk4 berakhlak muliq r$krm
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dan damai. Adapun lvlisi Ifuntor Wilaydr Departemen Agama Sulawesi Selatan
yaitu:
l) Peningkatan kuatitas agana, keagamaan dan keluarga
sakinah.
2) Peningkatan kualitas pelayanan ibadah urftk memperkokoh
kerukunan antar umat beragama
3) Ivlemberdayakan lembaga-lembaga dalam neairAkatakan
penghayatan moral ke dalam spiritual dan etika keagamaan.
fI. Wahdah Islamiyah
Orgsnisasi ini pertama ,l€li didirik€n pada tanggd l8 juri 1988 IvI dengan
rumna Yayasan Fathul Muin (YFM), berdasarkan akta notaris Abdullah Ashal, SH
No.20. Untuk menghindari kesan kultus individu terhadap KH.Fathul Muin
Dg.Mangading {Seorang ulama.kfiadsmatik Sulsel yang di masa hidupnya menjadi
Pembina para pendiri YFM) dan agar dapat menjadi l,embaga Persatuan Ummat.
pada tanggal 19 Februari 1998 M nama YFM berubah menjadi Yayasan Wahdatr
Islamiyah (YWD yangberarti o'PersafiIao Islam'per.uUanannamatersebutdiresmikan
berdasarkan akta notaris Sulprian, SH No.059.
Sehubungan dengan adanya rencana untuk mendirikan sebuatr perguruan
tingg islam, YWI meaarrbafrr sebuah .kata dalam identitasnya ruenjadi Yayasan
Pesanten Wahdah Istamiyah (YPWD yang dimaksudkan agar dapat juga menaungi
lembaga-lembaga pendidikan tingginy4 berdasarkan Akta Notaris Sutpriaq SH
No-055 tanggal 25 lvlei 2000.
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Perkembangan Dah/ah U/ahdah Islamiyah yang sangat pesat dirasa tidak
memungkinkan lagi lembaga Islam ini bergerak dalam bentuk Yayasan" maka dalarn
Musyawarah YPWI ke-2, tanggal I Shafar 1422H (bertepatan dengan 14 Apfi2002
lvf) disepakati meudirikan organisasi nassa (ormas) deugan ftuna yar.rg sam4 yaitu
Wahdah Islamiyah (WI). Sejak saat itulah, YPWI yang merupakan cikal bakal
berdiriaya onnas WI disederhanakan fungsinya sebagai lembaga yang mengelola
pendidikan for$al milik Wahdah Islamiyah.
V/ahdah Islamiyah adalah sebuah Organisasi Massa (Ormas) Islam yang
mendasarkan pemahaman dan amaliyatrnya pada Al Qur'an dan As Sunnah sesuai
pernaha$an As Salaf Ash-Shalih ([4anh4i Ahlusstrnnah Wal Jamaah).,Organisasi ini
bergerak di bidang da'walr, sosial, kewanitaan, informasi, kesehatan dan
lingkungan hidup.Adapun visi Wahdah Islamiyah adalah* Wahdalt Islamiyah Sebagai
Onnas Islaur yang Eksis Di Sdawesi daa Selun*rlbukstaPropinsi Di IndonesiaPada
TAHUN t436/2015 " Eksis bermakn bahwa pada setiap kabupaten, Wahdah
islamiyah memiliki :
. Lembaga Pesanfea minimat sampai .tingkat 'Aliyah daa Tadribud
Du'at.
lvtemiliki kader sebanyak l07edari populasi l\duslim.
Tersedianya I orang alumni STIBA dan sejenisnya" 8 orang ahmni
Tadribuddu'at dan l0 orang alumni PTN atau PTS, serta I orang
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Tahfidzril .Qur'an yang terlibat secara aktif dalam progra$r U/ahdah
Islamiyah sesuai dengan bidangnya masing-masing.
r Keberadaan lembaga Wahdah Islamiyah dikenal dan diakui oleh
nasyarakat dan pe.meriatah setempat.
o Tersedianya sarana-saftura operasional dan sarana-sarana penunjang
yang memadai. Setidak-tidaknya berupa kantor, masjid dan madrasah
'aliyah.
r Mampu membiayai dana-dana rutin kecuali daerah minus dan cabang
yang usianya di bawah limatahun.
Ada$m misi Wahdah Islamiyah adalah sebagai berikut:
. Menegakkan syiar Islam dan menyebarkan pemahaman Islam yang
benu.
. I\4emban$m persafiun wnar dan r{*ruwdr Islarniyah yang dilandasi
semangat ta'awun (kerjasama) dan tanashuh (saling menasehati).
o Mewujudkan institusi/lembaga pendidikan dan ekonomi yang Islami
danberlsaliras.
III. Hidayatullah
Hidayatullah lahir pada saat umat Islam sedang menantikan datangnya abad
XV yang diyakini sebagai Abad Kebangkitan Islam. Tema pada saat itu
adalah'Back to Qur'an and Sunnah". Hidayatullah adalah sebuah gerakan pemikiran
yang mericoba menerjemahkan slogan *Back to Qur'an and Sunnah" secara lebih
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kor*rit sehingga a-Qur'an dan as-Sunnah rneqiadi 'blue print' pengembangan
peradaban Islami.
Hidayatullah memandang bahwa kemunduran umaf Islam lebih disebabkan
karena pandangan yang parsial datam meraahauri keholistikan ajaran Islam. Masing-
masing kelompok mengambil tema dan titik tekan program sesuai dengan
pandangannya yang sangat parsial balrkan tema dan titik program itu seringkali
me*di semacaln'ideologi' kelompok.
Sebagai organisasi massa Islam yang berbasis kader, Hidayatullatr
menyatakan diri sebagai Gerakan Perjuangan Islacr (Al-Harakah al-Jihadiyah al-
Islarriyah) dengan dakwah dan rarhiyah sebagai prograrn utanranya.
Hidayatullah didirikan pada tanggal 7 Januari 1973 l2 Dzulhijjah 1392 H di
Balfuapan dalarn bentuk yayasao sebuah pesantren, oleh Ust AMullah Said (atm).
Dari sebrdr bentr* pesanf€o, Hidayatrdlah kemudian be*embang dengan berba€ai
amal usaha di bidang sosial, dakwab pendidikan dan ekonomi serta menyebar ke
berbagai daerah di selunrh provinsi di Indonesia. Melalui Musyawarah Nasional I
pada tanggal 9-13 Juli 2000 di Bdikpapa& Hidayel,lah meng*an bentuk
organisasinya meqjadi organisasi kemasyarakatan (omas), dan menyatakan diri
sebagai gerakan perjuangan Islam.
Ormas Ilidryatullah
Sebagai organisasi ma-ssa, keanggotaan Hidayatullah bersifat terbuka
de.mikian pula misi, visi, dan konsep dasar gerakaonya. Hidayandlah morjadikan
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amal-€mal usatranya bersifat otonom" dao hrfimgsi sebagai basis .peradidil€n dan
perkaderan.
Hidayatullah merupakan wadah bagi komponen ummat Islam yang ingln
arcwrjudkan idealismenya meurbangun masyarakt Islalni deng;aa s€ogacu kepada
metode/manhaj nubuwwah. Hidayatultah berpegang t€guh kepada al-Qur'an dan as-
Sunnah. Ketaatan kepada Allalt dan Rasul-Nya adalah mutlak" karena itu segala
urusan dikembalikaa kepada Allah dan Rasril-Nya.
Agenda utama Hidayatullah adatah; plurusan masalah aqidah, imamah dan
jarnaah (tajdid); pencerahan kesadaran (tilawatu ayatillah); pembersihan jiwa
{taz.kiyafiu-nufus); peaeajar€n daa pendidil<an {ta'limatul-kixab wal-hikmah) menuju
lahimya kepemimpinan dqn ummat terbaik.dengan tujuan peradaban
Islarn.Adapun visi Hidayatullah 2005-2010 adalah Menjadi organisasi tingkat
oasiooat yasg uogguldanberpeagerub"diduhag jailiagan yang loyaldan berlsalitas
Adapun misi Hidayatullah adatah sebagai berikut:
l) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM.
2) Menginteusiftan pelayanan ummat rneldui akrivitas peudidikan dan
dakwalt
3) Ivlewl$udkan k€mandirian.ekonomi
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3. Departemen Pengembangan Daerah (DPD)
4. Lembaga Pernikahan dan Pembinaan Keluarga Sakinah (LP2KS)
Bidang II:
1. DepartemenPendidilcan
2. Lembaga Pembinaan, Pengembangan Pendidikan Al Quran (LP3Q)
3. Departemen Lingkungan Hidup
Bi&ag ltr:
1. Departemen Pengernbangan Usaha (DPIJ)
2. Lembaga Arnd.l 7akat, Infaq dan Shadaqatr (LAZIS)
3. Depafrenen Idormasi dan Komtnikasi (Infoilrom)
Bidang W:
1. kmbaga Wakaq Perencanaan dan Pembangunan (LWP2)
2. Departemen Kesehatan
3. Departemen Sosial
Litbang dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDMI
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Lembaga Kajian & Ksnsultasi Syariah,(LK2s)
Lembaga Muslimah (LM)
Susr 
"an Pengums Tingkat Pusat Hidayatullah Periode 20ASA0fi
Dewan Syura
l. Pimpinan Umum / Kefira Dewan Syura : U$ H Abdurrahman
Muhammad
2. Sekretaris : Drs Hanim Thohari, MSi
3. Anggota lain sejumlah 15 orang termasuk Ketua Umum DPP selaku
anggota ex officio
Ilewan Pinpinan Pxsaf
l. KetuaUmum:Dr. H. Abdul Manna4 SE, MM
2. Ketua Bidang P€mbinaan Organisasi & Politik :Al Bukhari A. Wahid
3. Ketua Bidang Pelayanan Ummat :Drs. Nursyamsa Hadis
4. KetuaBidang Perekonomian:Drs. Chusnul Chulutq MM
5. Selcetaris Jende,ral :Blvf Wibowo, SE
6. Sekretaris :k Candra Kurnianto
7. BendaharaUmum :tIA Hasan lbr.ahim, Sag
8. Bendahara:drg. Farhul Adhim
Bidang Pembinaan Organisasi dan Politik
9. K€tuaDepartenren Penrbinaan Wilayah :Ir. Khairil Baits
10. Ketua Departemen Organisasi dan Pengelolaan
66
Sumberdaya Ilxsani :Ilrs Aghis Mahruri
11. Ketua Departemen Pengkaderan :Drs Ahkam Sumadiana
12. Ketua Departernen Utbang :Ali hnran" IvIAg
13. Ketua Departemen Politik :Al Bukhmi AMul Wahid
14. Ketua Departemen Hukum dan Advokasi :AMul Madjid, SH, MH
Bidang Pelayanan Ummat
15. Ketua Departemen Pendidikan :h Abu A'la Abdullah
16. Ketua Deparlemen "Dakwah :Drs Tasyrif Amin
17. Ketua Departemen Sosial dan Ortom :k Musafir
Bidang Perekonomian
18. K€ftla nega*emen Pengelolaan Asset Organisasi : Ir Onrar Abu
Khalid
19. Ketua Deparfemen Pengunbangan Ekonomi fde,rnlagaan : Asih
Subagyo
20. Ketua Departemen Pemberdayaan Ekonomi Ummat : H Harnoko
Bidang Kese,kretsria.t$ dan llumas
21. Kepala Kantor Pusat DPP Hidayatullah : k Candra Kurnianto
22. Kett&Departemen Hubtmgan Masyarakat.dan AntarOrganisasi : drh
Haryono Madari
B. Pengelolaan Wakaf
Berbicara .pengelolaan wakaf ridak terlepas daxi 3 kegidan utama yaitu
pengumpululan, lrmyaluran, dan pemberdayaan. Ketiga item tersebut akan menjadi
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indikator dalat$ ullaya wakaf tepat sasaran. Ivlenilik ,pada ketiga
indikatot tersebut tak dapat dipungkiri kesemuanya merupakan bagian dari Nazir
sebagai pengelola wakaf . Berdasmkan wawancara yang penulis adakan terhadap
pengelolaan wakaf di .hberapa instansi di kota Makassar diperoleh data sebagai
berikut:
1. KantorWilayah Departenen Agama Sulawesi Selatan
Menurut Ibu Nadra selaku staff bidang wakaf pada Kanwil Sulawesi Selatan
seharnya seksi wakaf pada Kanwil .agallaa Sularyesi Selataa tidak
mengelola wakaf tunai maupun wakaf tanah, akan tetapi hanya mengimput data yang
diperoleh dari semua kantor departemen agama yang ada di Sulawesi Selatan.
Adapun dara wakaf yangdiprolehdari.Kantsr Departenrea Agama Kanwil
Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:
Di Sulawesi Selatan terdiri dari 23 kabupaten yang marn pengurvurn sertifikat
tanah wakaf secara meoy.eluruh terdiri dari 10319 l,okasi dengan luas 11341383 i\42.
Dan daerah yang paling luas dan banyak lokasi pengunaan sertifikat tanah wakaf
adalah kabupaten Wajo dengan jumlah lokasi 954 dan luasnya 1372784 }ll2,
seOaogtan daerah yang paliag sedikit penguoaan tanah wakafrrya adaldl kabupaten
Palopo dengan jumlah lokasi 74 dan luasnya 65922 M2.dan data untuk pengunaan
sertifikat tanah wakaf kota Makassar secara menyeluruh kota Makassar menempati
urutan ke 12 dengan 347 l,okasi dan.luasnya 52.48124.
Secara terperinci pengunaan sertifikat tanah wakaf untuk masjid daerah yang
terluas dan banyak lokasinya adalah kabupaten Wajo dengan jumlah lokasi 617 dan
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luasnya 541108 IvI2. Sedangkan lfubupaten yang paling sedikit .lokasi dan palrng
sempit adalah kabupaten Palopo dengan 58 lokasi dan dengan luas 41031 M2. Dan
data untuk pengunaan sertifikat tanah wakaf untuk masjid kota Makassar menempati
urutan ke I 3 .deagan 252 lokasi dan urutan ke I 5 dengau luas I 620 I 7,6 Nl2.
Pedncian yang lain penguftnn sertifikat tanah wakaf untuk langgar atau
mushalla daerah yang terluas dan banyak adatah kabupaten Bone dengan
jumlah lokasi 169 dan unfi* luasnya.kabtryaten Buhilcur.$a.deagan .luas 78014 M2.
Sedangkan Kabupaten yang paling sedikit lokasi dan pahng sempit adalah kabupaten
Bamr dan Sidrap dengan 0 lokasi dan dengan luas 0 M2. Dan data untuk pengunaan
sertifikat ianah rvakaf urhlk laaggar dau muslulla kota l\4akassar menempati .unrtan
ke 14 dengan 6 lokasi dan rnutan ke 16 dengan luas 1542,5 M2.
Perincian selanjutnya pengunaan sertifikat tanah wakaf untuk madrasatr atau
sekolah daerah yang.terluas daa banyak .lokasinya adalah kabupaten Gowa dengan
junlatr lokasi 87 dan luasnya 907255,4 M2. Sedangkan Kabupaten yang paling
sedikit lokasi dan palmg senpit adalah kabnpaten Palopo dengan I lokasi dan dengan
luas 34 L{2. Dan data untril< peogunaan sertifikat t€aah wakaf uns* madrasah arau
sekolah kota Makassar menempati urutan ke 7 dengan 46 lokasi dan urutan ke 2
dengan luas 89749,86 M2.
Dan perinciaa selaajuhya pengunaan sertifikat lrnah wakaf untr* kuburan
daerah yang terluas dan banyak lokasinya adalah kabupaten Wajo dengan jumlah
lokasi 192 dan luasnya 609362 M2. Sedangkan Kabupaten yang paling sedikit lokasi
dan .paling sempit adalah sri&ap deogan Olokasi dan deagan luas 0 M2.
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nao data .unfi* peagunaan s€fiifrkat ,tanah wakaf lrnfift kuburaa kota Makassar
menempati urutan ke 7 dengan 22 lokasi dan urutan ke 4 dengan luas 236389M2.
Secara terperinci pen$maan sertifikat tanah wakaf untuk bmpat sosial atau
lain-lain daerah yang terluas dan banyak lokasinya sddah taUupaten W4o dengan
jumlah lokasi 67 dan luasnya 203165 M2. Sedangkan Kabupaten yang paling sedikit
lokasi dan paling sempit adalah kabupaten Takalm dengan 0 lokasi dan dengan luas 0
M2. Dan data unnrk pengun@an serti.fikat Xanah qakaf unfift maqiid ksta Makassar
menempati urutan ke 6 dengan 21 lokasi dan urutan ke 6 dengan tuas 35113,45 M2.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan batrwa di Sulawesi selatan sertifikat
tanah uakaf untuk masjid paLng banyak dengan 7729 lalrasi daa deugan luas
5197245 M2 karena masjid merupakan wakaf untuk ibadah yang karena itu coralrrya
sprrifial mumi, dang mempunyai fungsi vertical dan fungsi horizontal.
Wal<af naqiid pada saat iai setelah di{sliti ada yang bersifut ffidisional dan
bersifat produktif, maksud dari tradisional disini adalah masjid hanya sekedar untuk
melaksanakan ibadah saja. Contoh masjid Nurul MuJizat dan masjid babu-l-jannah.
SeOangtan maksud dari prCIduktif disini adalah maqiid tidak
sekedarmenjalankan ibadah mahdhah tetapi juga mendapatkan kemanfaatan duniawi (
bekerja, berdagang, mendapatkan santunan fakir dan miskin) sehingga masjid
tonggak kesejahte.raan urrtnrat. Cootoh: masjid al-I\4arkaz Islami dan maqiid .raya
Makassar.
Uraian selajufiya dapat disiurptilkas bahwa di Sulavesi selatan s#ifikat
tanah wakaf untuk langgar atau mushalla menempati urutan kedua dengan 842 lokasi
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dandengan luas 265286,5 Nl2 kareoa.langgar sama dengan maqiid merupakan w.akaf
untuk ibadah yang karena itu coraknya spiritual murni, dan mempunyai fungsi
vertical dan fungsi horizontalyang mana tempahya lebih kecil."
U/akaf musbdla pada saat ini setelah diteliti.banya bersifat tradisi,onat, yang
maksud dari tradisional disini adalah mushalla hanya sekedar untuk melaksanakan
ibadah saja dan letak mushalla lebih banyak di daera pedesaan.
Uraian selanfutnya &pat disimpulkan bahwa di Sulawesi selatan serti.fikat
tanah wakaf untuk madrasah menempati urutan ke tiga dengan 723 lokasi dan dengan
h:,as 2678410 M2 karena sekolah merupakan wakaf untuk ibadah yang kare'na itu
coraknya pendidilcan, dan mempunyai fimgsi nendidik dan fungsi di didik.
Wakaf madrasah pada saat ini setelah diteliti ada yang bersifat tradisional dan
bersifat produktif, maksud dari tradisional disini adalah madrasah hanya sekedar
unfid< aelaksanakan belajar mengaiar saja. Contoh pegur,uan Ittihad
Sedangkan maksud dari produktif disini adalah madrasah tidak sekedar
menjalankan kegiatan belajar mengajar akan tetapi juga mendapatkan kemanfaatan
madrasah sebagai ladaag pengahasilan. Contoh: yayasan UMI (Universitas Muslim
Indonesia).
Uraian selanjutrya darylat disimpulkan bahwa di Sulawesi selafan sertifikat
tanah wakaf untuk kuburan menempati urutan ke empat dengan 676 lokasi dan
dengan luas 2476/;A2 M2 karma kuburan merupakan wakaf untuk ibadah
rnenpuayai sebagai bmpat pemakaman.
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Wakaf kuburaa pada saat ioi setelah direliti hanya bersifat fiadisioual maksud
dari tadisional disini adalah madftNah hanya sekedar untuk melaksanakan
pelaksanaan
Jadi dapat disi&pukan bahwa di kal*or wilayah departemen agama Sulawesi
Selatan tidak mengelola wakaf baik wakaf yang bersifat prodrfttif maupun wakaf
benifat tadisional karena di kaqtor wilayah departemen agama Sulawesi Selatan
hanya meaginput dara yang dilaporl€n dari setiap nazir dari semlla kabupaten di
Sulawesi Selatan dan yang meqjadi nazir adatah kepala KUA masing-masing
kabupaten di Sulawesi Selatan,
2. Kantor D$partenen Kota Makassar
Mrmurut Drs.H. Abdul tlatta selaku kepala penyelengara zakat dan wakaf
Kaadee Agama kota Mal€ssar sehranrya hampir sama dengan Kantor negartemen
Agama Kanwil Sulawesi Selatan yakni di Kantor Departemen Agama kota Makassar
tidak mengelola wakaf tunai maupun wakaf tanalU akan tetapi hanya mengimput data
dari sernua kecamatau yang adadi Makassar.
Dan yang bertangung jawab adalah ketua KUA setiap kecamatan yang ada di
Makassar. Adapun data wakaf yang diperoleh dari Kantor Departemen Agama kota
Makassar adalah sebagai berikut:
Kota Makassr terdiri dari 14 kecamatan yang mana laporan tanah wakaf
me,nurut statusnyatahun 2009 adalah sebagai berikut:
Keamatan yang banyak lokasinya adalah kecamafan Biringkanaya dengan 65
lokasi dan yang sedikit lokasinya adalah kecamatan Ujung Tanah dengan 8 Lokasi.
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Dari segi luasnya yang pal.ing luas adalah kecanratan Biringkanaya dengan
luas 174212,823 M2 dan yang paling sempit adalah kecamatan Panakukang dengan
luas 10001,38 M2.
Dari sed tanah yang srdab di serti{il€si kecanratan yang .lokasinya.paling
banyak adalah kecasratan Tarnalate dengan 11 lokasi dan yang paling sedikit adalah
kecamatan Panakukang dengan I lokasi secara luas yang paling luas
adalah kecamatan lvlakassar deugan 7796,58 I{2 dan yang .pating senrpit adalatt
kecamatan panakukang dengan 375 tvl2.
Dari segi tanah yang sudah di daftar di BPN kecamatan yang lokasinya paling
banyak adal& kecamatan Tamatafe dengan 22 lol€si dan yang patrng sedikit adalatr
kecamatan Mamajang dengan 2 lokasi sed"tgkan secara luas yang paling luas adalah
kecamatan Tarnalate de,ngan 1ffi57,16 M2 dan yang paling sempit adalah kecamatan
Ldafflqi€rng dengan 83 1 M2.
Dari segi tanah yang belum terdaftar di BPN kecarnatan yang lokasinya paling
banyak adalah kecamatan Manggala dengan 13 lokasi dan yang paling sedikit adalah
kecarnaran Panah*ang deagan I .lokasi sedangkan secara luas yang paling hus
adatah kecamatan Tamalanrea dengan 14537A M2 dan yang paling sempit adalah
kecamatan dengan 700 M2.
Dari segi tanah yang belum di sertifikasi kecarnrfan yang l,okasinya pahng
banyak adatah kecamatan Biringkanaya dengan 65 lokasi dan yang paling sedikit
adalah kecamatan Mariso dengan 4 lokasi sedangkan secara luas yang paling luas
adatah kecamatan Biringkaaaya dengan 174212,823 I\d2 dan yang .pallng sempit
adalah kecanatan Bontoala dengan 2A87,2M2.
Dan laporan tanah wakaf menurut pengunarmnya tahun 2009 adalah sebagai
Kecanratan yang banyak adalah kecamatan Biringkanaya dengan 65
lokasi dan yang sedikit lokasinya adalah kecamatan Ujtrng Tanah dengan 8 Lokasi.
Dari segi luasnya yang palirlg tuas 
€dal* kecamatan Biringkanaya dengan
hl'as 174272,823 M2 dan yang paling sempit adatah kecamatan Panalrukang dengan
luas 10001,38 M2.
Dari segi ranah yang yangdi gunakan.untuk maqiid kecamatan yang l,okasinya
paling banyak adalah kecamatan Biringkanaya dengan 29 lokasi dan yang paling
sedikit adalah kecanratan Ujung Tanah dengan 5 lokasi sedangkan secara luas yang
pattqg hras adalah kecacrdan lbmalate den$n 20237,6 M2 dan yang paling sempit
adalah kecamatan Bontoala dengan 2666,21vI2.
Dari segi tanah yang yang di gunakan unhrk langgar atau mushalla kecamatan
yang l,okasinya.palrngbanyakadalahkecamafan lbmalatedengan 3lol€si dan yang
paling sedikit adalah kecarnatan ujung Pandang, Mariso, Mamajang, Makassar,
Panahrkang, Tamalanrea Rappocini, Ujung Tanalu Bontoala, dan Biringkanaya
deagan 0 lokasi sedang}an sec€ua lras yang paliag ftras adatah kecarnafan Tallo
dengan 800 M2 dan yang paling sempit adalatr kecamatan lljung Pandang Mariso,
Mamajang, Mekassar, Panakukang, Tamalanre4 Rappocini, Ujung Tanah, Bontoal4
dan niringkasayadengan 0 M2.
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Dari segi lanah yang yang di gunat€nunfiilr lvladrasaratau sekolah keczunatan
yang lokasinya paling banyak adalah kecamatan Biringkanaya dengan 11 lokasi dan
yang paling sedikit adalatr kecamatan Ujung Paudang, Mariso, Mamajang, Makassar,
LdanggalA Panahdrang, Tamalanrea" Wqio dan tallo dengan I lol€si seOangkan
secara luas yang paling luas adalah kecamatan Biringkanaya dengan 4417 lvI2 dan
yang pating sempit adalah kecamatan Manggala dengan 300 M2.
Dari segi taoah )4ang yang di gunakan .ur$uk hfuiran kecnmatan yang
lokasinya paling banyak adalah kecamatan Biringkanaya dengan 11 lokasi dan yang
paling sedikit adalah kecamatan Ujwg Tanah, Tamalate, Boutoala Rappocini,'Wajo,
Tamalafe, n4anggala, klakassar, , I\4ariso dan Ujung Pandang dengan 0
lokasi sedangkan secara luas yang pating luas adalah kecamatan Biringkanaya dengan
137300 M2 dan yang paling serrpit adalah kecamatan Ujung TanalU Tamalate,
Bontoal4 Rappocini, Wajn, Tamalafe, Ivfanggala lvlalcassar, Mamqiaag, Mariso dan
Ujung Pandang dengan luas 0 M2.
Dari segi tanah yang yang di gunakan untuk sosial kecamatan yang lokasinya
pabng .banyak addah kecamatan gfuingl€naya dengan 15 lokasi dan yang paling
sedikit adalah kecamatan, Manggala" Tallo, Bontoala , Tamalate dengan 0 lokasi
sedangkan secara luas yang paling luas adalah kecarnatan Biringkanaya dengan
13790,5M2 dan yang paliag sernpit adalah kecamatan Ivlanggala Tbll,o, Boatoala ,
Tamalate dengan 0 M2.
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3.IVahdah Islamiyah
Wakaf yangdikelolapadayayasan Wahdah Islamiyah bersifatproduktif dantradisional.l
Dan pengelolaannya akan maju dan berkembangiika:
l. Harta yang dikelola secara profesional
2. Harta yang dikelola secara transparan
3. Harta diperuntukkan terhadap program prioritas keumatan
Adapun sumber dana wakaf pada yayasan Wahdah Islamiyah bersifat halal dan tidak
mengikat dan diperoleh dari:
1. Zakat dan infak yang didapatkan dari kader Wahdah Islamiyah tersendiri
2. Simpatisan
3. Golongan Umum
Adapun wakaf yang dikelola di yayasan Wahdah Islamiyah adalah sebagai berikut :
1. }{arta yang tidak bergerak
Tanah 39340m2
Banggunan Tk Islam Terpadu Wahdah Islamiyah
SMP Islam Terpadu Wahdah Islamiyah
SMA Islam Terpadu Wahdah Islamiyah
Ma'had Ali Wahdah Islamiyah (STIBA)
l Muhammad Musri, Lembaga Wakaf, Perencanaan dan Pembangunan, Kec. Manggala Kab. Makassarjubd,



















Barang bekas layak guna, Al-qur'an
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T.Tanah yang blm dikelola
Adapun yarg merfadi Nadzir pada Wahdah Islarniyah adslah bapak
Drs.Muh.Musri Madung selaku ketua Lembaga Wakag Perencanaan dan
Pembangunan (LIMP2) itu sendiri sedangkan imbalan 5% daxi yang diperoleh.
Prograrn pnyaluran &M zakat, infak dan seddmh yang ditrapkao pada
Watdah Islamiya:
a) Sosial
Dalam bidang social Wahdah Islamiyah cukrry tanggap dan
peduli dengan musibah yang dialami warga kota dengan
menganggarkan dana sebesar 7.500.000/ bulan, untuk musibah
kematian Wahdah Islamiyah menyiapkan prograur layanan social
berupa satu unit mobil ambulance yang digunakan secara gratis untuk
wilayah kota Makassar dan sekitarnya, untuk santunan anak yatim
sebesar 250.O00lbulan dan rmtrft orang miskin sebesar 150.O@/bulan.
b) Pendidikan
Dalam bidang pendidikan Wahdah Islamiyah menyiapkan dan
memberikan bantuan siswa yang tidakmannpu sebesar 100.000/bulan
c) Kesehatan
Dalam bidang kesehatan, Wahdah Istamiyah menyiapkan
anggaran pengobatan setiap bulannya sebesar 500.000
d) Ibadatr
Dalam bidang ibada , Wahda Islamiyah menyiapakan dana untuk
santunan para dai yang ada di daerah sebesm 20.000.0001bu1an.
Jadi dapat disimprdkan bahwa wakaf tunai di Wahdah Islamiyah
tidak ada namun hanya mengelola wakaf yang berproduktif dan yang bersifat
tradisional akan tetapi Wahdah Islamiyah lebih menekankan pada pengelolaan
zakat,inf€k dan sedekah lerena dilibat dari pengeluaran bulanan telah teranggarkan
angaftur pengeluaran dari ZIS yang diperoleh dari para dermawan seperti yang
dijelaskan diatas.
4. Ilidayatutlah
Tempat inilah yang satu-satunya yang kami teliti mengelola wakaf tunai dan
wakaf tanah. Menun$ bapak Suwito selaku keeata,cabang BMH mengafakan bahwa
pengelolaan wakaf akan maju rlan berkembang jika:
1) Harta wakaf dikelola secara transparan
2) Hstawakaf dipermfirkkan terhadap program prioritas keumaran
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3) Harea wakaf.untuk kegiatan produktif
Adapun sumber dana wakaf pada BMH ( Baitul Maal Hidayatullah) bersifat




-4) Sponsor yang tidak mengikat
5) Instansi Swasta
Harta wakaf yang dikelola di BMH adalah sebagai berikut:
1) Harta benda tidak bergerak
l.Tanah 11800 m2
2.Bangunan Musholah Puti Pesantren Hidayatullah
Asrama Putra Pesantren Hidavatullah







Barang bekas layak gun4 Al-qur'an 1000
exp
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3) Total I{arta Wakafadalah + Rp. I.500.000.000,00






















Adapun yang merfadi Nadzir pada LAZI{AS BMH adalah Direktur BMH itu
sediri sedangkan imbalanya tidak diberikan dari dana wakaf {api dari ZIS para
donatur. Dan jenis wakaf yang dikelola adalah wakaf tunai perluasan pondok
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Pesanfren Hidayatullah, wakaf fimai pembangunan mushalla putri pondok pesantren
Hidayatullah dan wakaf tunai pembangunan asrama putra Hidayatullah.
Dalam mengalang dana wakaf media yang digunakan adalah media cetak, para Da'i,





4. Mampu berkomunikasi dengan baik
5. Memiliki dedikasi dan lovalitas
Menejemen pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus Hidayatullah 4dalah dengan
investasi dana lebih mengarah pada tawaran program wakaf tunai 300.000/meter untuk
perluasan pesantren Hidayatullah.
Jadi dari keempat tempat penelitian kami dapat mengambil kesimpulan bahwa hanya
Hiyatullah yang mengelola wakaf tunai di kota Makassar akan tetapi belum sesuai dengan
Undan-Undang No.4l Tahun 20M dan pengelolaan dalam realitanya telah terbukti hasinya
dengan berkembangnya pesantren Hidayatullah di BTP Blok M Makassar.l
C. Pemberdayaan Wakaf Tunai di Makassar
Dalam system ekonomi Islam, wakaf belum banyak dieksplorasi semaksimal mungkin ,
padahal wakaf tunai merupakan suatu yang sangatpotensial sebagai salah satu instrumen untuk
l Muhammad Musri, Lembaga Wakaf, Perencanaan dan Pembangunan, Kec. Manggala Kab. Makassar,Sulsel,
Wawancara oleh penulis di Manggala, 26 februari 2010.
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pernberdayaan ekonomi .unxat, Untrft itu Isntifirsi walef sangat pentiag .trntuk
dikembangkan khususnya Hidayatullah yang satu-satunya tempat penelitian yang
mengelolawakaf tunai.Apalag wakaf dapat dikategorikan sebagai amal jariyah yang
palralanyatidak pernahputus,.lcalau yang memberi wakaf telahmeninggaldunia.
Meskipun sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran yang
sangat penting dalam pembangunan masyarakat muslim, nanrun kita juga meqiumpai
berbagai kenyataan bahwa perrrberdayaan wakaf selain merrrperlihatkan kemajuan
tetapi juga mempedihatkan berbagai penyelewengan. Untuk itu, Wakaf hendaknya
diberdayakan dengan baik dan diinvestasikan diberbagai investasi sehingga hasilnya
dapat diman frafkan untuk kepentingan masyarakat.
Akan tetapi seteleh peneliti melakukan penelitian di kota Makassar instansi
yang mengelola wakaf tunai ternyata belum diberdayakan secara optimal karena satu-
safirnya yayasan yangmengelola wakaf .tunai yakni BIvIH.hanyadi perdayakan r:ntuk
kemaslahatan dan pengembangan pesantren Hidayatullah" dar bukan untuk
kemaslatratan umat muslim di kota Makassar.
Oleh karena iturnaka dapatdisimpulkan bdrwa pmberdayaan wakaf dikota
Makassar itu belum ada karena dari keempat tunpat yang kami teliti tidak ada wakaf
tunai pada institusi tersebut yang diberdayakan.
D. Potensi Wsksf Trnai di Kofs .Mak*ssar
Wakaf uang, dalam bentuknya dipandang sebagai salah satu solusi yang
dapat membuat wak€f meqiadi lebih prod*tif. Karena uang di sini tidak lagi
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diiadikan sebagai alat u*ar menukar saja lebih dari itu; ia merupakan komoditas
yang siap memproduksi daram har pengembangan yang lain. oreh sebab ihr, sama
dengan jenis komoditas yang rain, wakaf uang juga dipandang dapat memunculkan
sesuatu basil yang lebih barryak.
uang sebagai nilai harga sebuah komoditas, tidak lagi di pandang semata-
mata sebagai alat tukar' melainkan juga komoditas yang siap di jadikan alatprod*ksi.
Ini dapat di wqiudl€n dengrur nrisakrya" nrearberrakrdcan sertifiIcat wakaf, uang yang
siap disebarkan ke masyarakat' Model ini memberikan keuntungan balwa wakif
dapat secara fleksibel mengalokasikan (tasharufkan) hartanya dalam bentuk wakaf.
Demikian iai karena wakif iidak rnemerlurcan junrah uang yang besar untuk
selanjutnya dibelikan barang produktif, Juga" wakaf seperti ini dapat diberikan datam
satuan satuan yang lebih kecil .
l'vakaf uang juga memudahkan mobilisasi 
'ang di masyarakat meraluisertifikat tersebut karena beberapa hal. pertama, Iingkup sas{Lnan pemberi wakaf(waqr' bisa meqiadi ruas dibanding dengan wakaf biasa. Kedu4 dengan sertifikat
t€rsebut' dapat dibuat berbagai 
'a*ur 
pecarran yang disesuaikan deagan segnxen
muslim yang dituju yang dimungkinkan memiliki kesadaran beramal tinggr.
Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam wakaf rrang, maka umat
alen lebih mudah raemberikan *ontribusi mereka dalarn wakaf .tanpa harus
menunggu kapital dalam jumua yang sangat besar. Karena, meskipun sangat kecirjumlalrnya, wakaf daram bentuk uang ini masih saja dapat menerimany4 disesuaikan
deagan dagkat kesejalrteraan wakif, Model wakaf sen,acam ini akan menrudahkan
84
'masyarakat kecil untuk ikut rneaikrnati pdrala abadi wakaf. Merelca tidak .barus
menunggu menjadi 'tuan tanah' unt*k menjadi wakif. selain itu, tingkat
kedermawanan masyarakat Indonesia cukup tinggr, sehingga kita dapat optimis
menglu*pkan 'partisipasi rnasyarakat dalaaa gemkan $akaf tuoai. Disebuttcaru qo
persen kedermawanan diperuntukkan unfuk perora'gan, g4 persen unfuk lemb4ga
keagamaan denT' persen untuk rembaga nonkeagamaan. (pIRA c,2aa2).
rvakaf uang sudatr sejak lama diselenggarakan" yakni di rnasa Dinasti
Mu'awiyyah' wakaf tunai sebenanrya sudah menjadi pembahasan ularna terdahulu;
salatr satunya Imam az-zrfto- (wafat tarru 124 If) yang memborehkan wakaf uang
(saat iar dinardan dirham)' Babkao sebryunya pendapat sebagian ularna mazhab al-
syaf i juga memborehkan wakaf u?ng. Ivlazhab Hanafi juga membolehkan dana
wakaf tunai untuk investasi mudharabah atau sistan bagi hasil lainnya. Kerurtmgan
daxi bagi hasil digunakan untuk kepentingian umuIIL pada tgl 11 [4ei 2002 A4ajelis
ulama Indonesia mengeruarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang (cash wakafl
waqf al nuqud) dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya pada
undang-undang Nsmor 4l rbhun 2004. te#ang wakaf pasal zg 
- 3l dan peran*an
Pemerintah Nomor 42 rahun 2006 tentang pelaksanaannya (uu Nomor 4l Ta'un
2004 tentang wakaf) pasar 22 - 27 gecwa eksplisit menyebut tentang borehnya
petafsaaaan wakaf uang.
Julnlah umat Islam yang terbesar di seluruh dunia merupakan aset besaruntuk
penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. Jika wakaf tunai dapat
f
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diimpleaentasikan maka fu fu$a ,potensial yang sangat ,besar yang bisa
dimanfaafkan untuk pernberdayaan dan kesejahteraan umat. Bisa dibayangkan, jika
1000 umat Islam Mkaassar mau mengumpulkan wakaf tunai senilai Rp 50 ribu setiap
bulan, ,male dana yang t€rlslmpul .berjumlah Rp 600 jt$a setiap tahln.
Menurut bapak Dr* H. AMul Hatta selaku kepala penyelenggara zakat dan
wakaf kantor departemen agirma kota Makassar bahwa potensi wakaf tunai di kota
Malcassar sangat besar dan ini prograrn rxusa depan di kandep kota
tvtatassar, progam ini akan terlaksana dengan adanya kerjasama pemerintah da€rah
dengan kandep kota Makassar selaku fasilisator de,ngan member pembinaan agar
proddctiftidak hanya di pakai ibadah.
Sedangkan kendala ymg di hadapi nya adalah dari pemerintah dan kandep
kota Makassar kurang perhatian masalatr perwakafan
Merurut bapak Ir. Muh.Musri Madung mengatakan bahwa potensi wakaf
tunai di Makassar sangat berptensi dan berkembang karena rata-rata yang berwakaf
adalatr kader dan simpatisan Wahdah Istamiyah yang mereka semua palram tentang
wakaftersebut y€ng mereka dapatkan daxi dai-dai Waldah Islarniyah.
Menurut bapak Suwito sebagai Direktor Blvlh mengalakan potensi wakaf di
Makassar cukup besar, khusus di Hidayatullah masyarakat sangat antusias.
Meaegemen investasi dana llengarah pada prcgram pesantren
dengan 300.000/m. Dan kendala yang dihadapi adalah keterbatasan sosialisasi di




1. Dari keempat lokasi yang kami teliti maka dapat kami simpulkan bahwa instansi yang
mengelola wakaf tumi adalah Hidayatullah yang mana pengelolaan wakaftya
langsung dikelola oleh BMH (Baitu-l-Mall Hidayatullah.Sedangkan Kanwil
Departemen Agama Sulawesi Selatan dan Kandepag kota Makassar hanya menginput
data yang diperoleh baik daxi kabupaten dan kecamatan masing-masing dan Wahdah
Islamiyah tanah wakafoya lebih ditekankan dibidang dakwah dan
pendidikan.Adanpun I stansi yang mengelola wakaf tunai bersasarkan UU No.41
tahun 2004 belum ada.
2. Untuk Pemberdayaan ekonomi umat dmi kakaf tmai tidak ada di kota Makassar
karena instansi yang mengelola wakaf tmai di kota makassar hanya semata-mata
untuk pengembangan institusinya sendiri sedangkan walrdah Islamiyah adnya
pemberdayaan ekonomi umat melalui Zis bukan wakaf trmai.
3. Potensi wakaf fimai di Makassar sangat besar akan tetapi program ini masih dalam
tahap direncanakan di kota Makassar dan belum terlaksanakan oleh karena itu maka
haruslah ada sosialisasi yang menyeluruh sehingga tidak hany kalangan akademis
yang mengerti tentang wakaf tunai akan tetapi masyakat secara tunun juga.
Sedangl€n peluang wakaf trrnai di kota Makassar Sangatlah besar pula karena
mayoritas penduduk kota Makassar beragarna Islam dan besar solidaritasnya dalam




a Institusi yang mengelola wakaf tunai lebih transparan dalam
mengelolanya karena yang dirasakan oleh penelititi selama meneliti
sering di persulit dalam memperoleh data.
Untuk Kanwi Depag Sulsel agar menginput datanya lebih teliti karena
dalam data yang diperoleh peneliti banyak kesalatran penjurnlahan
terhadap status pengunaan tanah wakaf di Sulsel
Unttrk Wahdah lslarniyah dan Hidayatullah perlunya pengenalan wakaf
lebih mendetel kepada pengurusnya karena ketika kami meneliti pengurus
sebagian tidak naengerti pengertian tentang Nazir.
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